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LEMBAGA PENGKAJIAN

SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,
atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku
Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion-
FGD) dengan Topik Reformulasi Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional hasil kerjasama Lembaga Pengkajian MPR
RI dengan Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatra Selatan
dapat kita selesaikan tepat waktu.

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang
dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI
Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai
pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang
Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014.

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-
pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang
pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Bhinneka Tunggal lka serta menyerap aspirasi masyarakat dalam
rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga
Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian
tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat,
dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil
akhir dari kajian-kajian itu adalah sebuah rekomendasi pandangan
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Lembaga Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan
MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif,
selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga
Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga
menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk
setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI
mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan
lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar
dan narasumber terpilih di daerah.

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok
Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas
Muhammadiyah, Palembang, Sumatra Selatan yang dilaksanakan pada
16 Juni 2016. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi
Kelompok Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun
pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan
sebuah tim perumus.

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Palembang,
Sumatra Selatan diikuti oleh para Pimpinan dan Anggota Lemkaji
sebagai berikut: Mohammad Jafar Hafsah; Syamsul Bahri; Ahmad
Yani; Andi Yuliani Paris; Bukhori Yusuf; dan Ali Masykur Musa.

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Palembang, Sumatra
Selatan ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tujuh provinsi
lain yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Maluku Utara,
Nusa Tenggara Barat, Aceh, Gorontalo, dan Sumatera Barat. Hasil
Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik yang sama di provinsi-
provinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding terpisah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini
dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua
pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas
dan kewenangan konstitusionalnya.
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Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat
memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai
oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Lembaga Pengkajian MPR RI

Ketua,

&R,

Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu

Wakil Ketua, Wakil Ketua,
Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc Prof. Dr._;:y;r_n;JIfBahri, M.Sc
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PENGANTAR

Focus Group Discussion tentang model perencanaan
pembangunan nasional dilaksanakan mengacu pada Terms of
Reference yang disiapkan Lembaga Pengkajian MPR. TOR tersebut
merupakan kristalisasi pemikiran dari hasil pengkajian yang
dilaksanakan di dalam serangkaian rapat-rapat pleno dan rapat-rapat
kelompok Lemkaji. Pada saat bersamaan, berkembang wacana di
dalam masyarakat untuk menggunakan kembali perencanaan
pembangunan nasional model GBHN yang ditetapkan oleh MPR
sebagai acuan dalam proses pembangunan nasional.

Sejak diterapkannya sistem perencanaan pembangunan
nasional dalam bentuk undang-undang yaitu UU No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 — 2025, menggantikan model GBHN, banyak masalah
yang timbul dalam proses penyusunan dan pelaksanaan pembangunan
nasional. Masalah-masalah itu antara lain;

a. Adanya ketidaksinkronan arah dan substansi antara program
Presiden (pemerintah pusat) dengan kepala daerahnya, tidak
adanya pranata pertanggungjawaban atas pelaksanaan
pembangunan yang dilakukannya, tidak ada mekanisme
pengawasan yang berimplikasi pada sistem
pertanggungjawaban Presiden dan kepala daerah dalam
menjalankan tugas pemerintahan negara yang dapat dijadikan
blueprint bersama, baik pemerintah pusat dan daerah dalam
menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan
pembangunannya.

b. Inkonsistensi arah dan kebijakan pembangunan antara jenjang
nasional dan daerah (sub-nasional) berpotensi menghasilkan
program-program pembangunan yang bukan saja tidak saling
mendukung, tetapi juga bisa saling menegasikan satu sama
lain. Yang hampir pasti, inkonsistensi antar-jenjang dan antar-
wilayah, berakibat inefisiensi penggunaan sumber daya
pembangunan nasional.

c. Proses perumusan perencanaan pembangunan nasional
melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan
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(Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang sejak di
tingkat Desa hingga di tingkat Nasional, pada praktiknya juga
memunculkan kritik bahwa ia hanya menghasilkan rumusan
rencana yang tidak faktual dan tidak aktual. Di satu sisi, pada
praktiknya ia tidak mencerminkan proses partisipasi atau
kegotong-royongan publik secara optimal, dan di sisi lain pun
pada kenyataannya antara Presiden, Gubernur, Bupati dan
Walikota tidak ada kesamaan dalam rancangan pembangunan
nasional. Hal tersebut pada gilirannya telah mendorong
masyarakat merasakan perlu adanya kembali arah dan strategi
pembangunan nasional berupa garis-garis besar daripada
haluan negara (model GBHN).

d. Akibat dari ketidakpaduan dari aturan-aturan yang menjadi
dasar pelaksanaan pembangunan nasional, maka perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan nasional, selain semakin
kolutif dan koruptif yang ditandai antara lain, intervensi
pemilik modal, juga tidak mencerminkan aspek-aspek
ideologis dan kedaulatan di segala bidang.

Sejalan dengan munculnya beragam permasalahan itu, muncul
aspirasi masyarakat untuk menggunakan kembali system perencanaan
pembangunan nasional model GBHN. Peran dan tugas MPR juga
dituntut untuk ditinjau kembali agar lembaga yang merepresentasikan
seluruh rakyat Indonesia secara politik maupun teritorial ini kembali
menjalankan tugas menetapkan GBHN sebagaimana yang diatur di
dalam UUD 1945 sebelum perubahan dan telah diterapkan dalam
kehidupan bernegara pada masa yang lalu.

Hasil-hasil pengkajian yang dilakukan Lemkaji MPR dalam
rapat-rapat pleno dan rapat-rapat kelompok menunjukkan adanya
pandangan berbeda di antara anggota Lemkaji. Sebagian anggota
Lemkaji berpandangan model perencanaan pembangunan dengan
sejumlah UU sudah cukup memadai sebagai pedoman dalam
pelaksanaan pembangunan nasional jangka panjang dan menengah. Di
sisi lain, akibat munculnya berbagai persoalan dalam implementasi
kebijakan pembangunan nasional, sebagian berpandangan perlunya
pemberlakuan  kembali model GBHN dalam perencanaan
pembangunan nasional jangka panjang sebagaimana diamanatkan para
pendiri bangsa dalam UUD 1945 sebelum perubahan.
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Sebagai implikasi dari perbedaan itu, terdapat juga pendapat
yang berbeda mengenai peran dan tugas MPR. Ada sebagian anggota
Lemkaji yang ingin tetap mempertahankan kedudukan dan tugas MPR
setelah perubahan UUD 1945, namun sebagian lain menginginkan
dikembalikannya kedudukan dan tugas MPR sebagaimana diatur di
dalam UUD 1945 sebelum perubahan, khususnya kewenangan MPR
untuk menetapkan GBHN sebagai model perencanaan pembangunan
nasional.

Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3



RANGKUMAN

Dari dinamika yang berkembang dalam Focus Group
Discussion (FGD) terhadap tema “Reformulasi Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional” hasil kerja Lembaga Pengkajian MPR RI
bersama dengan Universitas Muhammadiyah Palembang pada Kamis,
16 Juni 2016, maka dapat dirumuskan dua pendapat yang berbeda
yaitu:

1) Terhadap Pendapat yang Pro Menghidupkan Kembali
GBHN. Kelompok yang pro atau setuju dimunculkanya
kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam
konstitusi Indonesia, mengemukakan alasan:

a. Pertama, alasannya pembangunan yang dilaksanakan sejak
dihilangkannya GBHN berlangsung tidak terencana dan
terprogram dengan baik sehingga tidak arah kebijakan
pembangunan nasional tidak jelas, sehingga sulit untuk
mewujudkan cita-cita Negara sebagaimana termaktub
dalam pembukaan UUD 1945.

b. Kedua, pembangunan yang dilaksanakan tidak berjalan
secara berkesinambungan antara periode rezim yang
sedang berkuasa dengan periode rezim sebelumnya,
sehingga dapat dikatakan pembangunan nasional tidak
berkelanjutan. Program pembangunan dilaksanakan sesuai
dengan visi, misi dan sasaran pembangunan Yyang
dilaksanakan oleh Pemerintah (Presiden) yang sedang
berkuasa.

c. Ketiga, dari segi konsep GBHN harus diakui mempunyai
pola yang terstruktur rapi, GBHN memenuhi syarat sebagi
dokumen perencanaan yang baik, tidak kurang dari lima
belas tahapan perencanaan yang harus dilalui sehingga
menghasilkan draft GBHN.

d. Keempat, GBHN merupakan haluan negara Yyang
memandu pelaksanaan pembangunan negara; dipatuhi oleh
seluruh cabang-cabang kekuasaan, lembaga eksekutif,
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legislatif, yudikatif dan lembaga-lembaga negara
penunjang lainnya.

Kelima, gagasan menghidupkan GBHN haruslah
diletakkan dalam rangka semata- semata mengembalikan
visi haluan negara dan tidak diikuti dengan
mengembalikan pemilihan presiden kembali oleh MPR.

2) Pendapat yang Tidak Menginginkan Kembali ke GBHN.
Kelompok yang tidak menghendaki dimunculkanya kembali
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam konstitusi
Indonesia, mengemukakan alasan:

a.

Pertama, menghadirkan Garis-Garis Besar Haluan Negara
(GBHN) vyang kini digagas MPR tidak akan
menguntungkan dalam pemerintahan presidensial, karena
akan dijadikan alat untuk meminta pertanggungjawaban
presiden. Ini akan mengacaukan sistem hukum kita yang
menganut sistem presidensial.

Kedua, jika GBHN kembali dimunculkan maka akan
mengundang konsekuensi mengenai mekanisme pemilihan
presiden secara langsung; MPR kembali menjadi Lembaga
Tertinggi Negara.

Ketiga, ada dugaan lain yang muncul dari wacana
memunculkan kembali GBHN. sebagai ‘pintu masuk’
untuk amandemen UUD 1945. Sementara saat
iniproduktivitas parlemen cukup memprihatinkan.

- Membangun sistem  pemerintahan  Presidential
sebagaimana yang dimaksud UUD 1945 perlu didukung
oleh terbangunnya kondisi parlemen yang berkualitas
dan hal itu hanya mungkin terwujud apabila kondisi
partai politik mampu menjalankan fungsi dan
peranannya dengan baik. Pertanyaannya dari mana
harus memulainya.

- Membangun partai politik (moderen) yang dapat
melaksanakan kedudukan, fungsi dan peranannya

Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 5



Dalam
berikut;

dengan baik dan benar guna menjawab tantangan dan
problematika bangsa ke depan merupakan sesuatu yang
mutlak dan harus segera dilakukan yaitu dengan
membangun format partai politik yang sesuai dan
sejalan  dengan  konsep  sistem  pemerintahan
Presidential.

Perlu adanya rekruitmen partai politik yang baik.

forum tersebut juga diperoleh kesimpulan sebagai

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional
masih diperlukan haluan atau pedoman.

Perlu adanya formulasi dalam  mewujudkan
perencanaan pembangunan nasional tidak mesti dalam
bentuk GBHN.

Perlu adanya penguatan terhadap lembaga MPR, dalam
menentukan sistem perencanaan pembangunan nasional
sehinga dapat melakukan kontrol terhadap pelaksanaan
pembangunan nasional.

Perlu dilaksanakan amandemen yang terbatas.
Perlu adanya konsistensi dalam menerapkan konstitusi.

Perlu meluruskan niat penyelenggara negara dalam
mewujudkan tujuan negara.

6 Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



NOTULENSI

Dalam acara Diskusi Kelompok Terfokus hasil kerja Lembaga

Pengkajian MPR RI bersama dengan Universitas Muhammadiyah
Palembang, Kamis, 16 Juni 2016 terdapat pokok pikiran sebagai

berikut;

Narasumber 1 : Dr. Zen Zanibar, S.H., M.H.

Semangat memberdayakan kembali MPR dalam menetapkan
GBHN kembali muncul dipermukaan. Terlepas dari
perbedaan pandangan pendukung dan penolak, publik harus di
yakinkan ciri masing-masing dari kedua metode tersebut baik
GBHN maupun SPPN dan RPJPN, kedua metoda ini masih
dalam proses Uji Sahih.

Tatkala GBHN menjadi alternatif kembali untuk di hidupkan,
terjadi Pro dan kontra diberbagai kalangan masyarakat,
apabila di hidupkan kembali seperti masa sebelum perubahan
Undang-Undang Dasar.

Yang perlu dipikirkan dan dikaji lebih mendalam bahwa
GBHN melekat dengan pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan
rakyat sudah tidak sepenuhnya lagi diberikan kepada MPR,
pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945 kedaulatan Rakyat
dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, dan pasal 6
UUD 1945 sebelum perubahan bahwa Presiden dipilih oleh
MPR dengan suara terbanyak, pasca perubahan UUD NRI
Tahun 1945 telah berubah bahwa Presiden dipilih secara
langsung oleh rakyat.

Dengan MPR tidak menerima mandat penuh kedaulatan
Rakyat dan pemilihan Presiden dilaksanakan secara langsung
olen rakyat, sedangkan GBHN sangat melekat dengan
ketetapan MPR, dan MPR sebagai Lembaga tertinggi negara,
serta Presiden sebagai Mandataris MPR, apabila alternatif ini
ingin direalisasikan oleh bangsa Indonesia konsekwensinya
harus ada amandemen UUD 1945.

Diperlukan penawaran solusi alternatif bahwa diperlukan
pembuatan model GBHN atau SPPN vyang lebih
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menyeimbangkan antara keseimbangan Pemerintah Pusat dan
Daerah (Top down dan Bottom up), agar pembuatan rencana
Pembangunan yang terintegrasi ditinjau dari berbagai
perspektif dengan menghimpun data lapangan yang tersebar di
seluruh daerah yaitu soial, ekonomi, budaya dan politik,
dengan kata lain menyatukan kepentingan secara nasional
dengan mengakomodir kepentingan kearifan lokal dari
berbagai daerah.

Narasumber 2 : Dr. H. M. Idris, S.E., M.Si.

Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, menjadikan perubahan yang sangat mendasar,
MPR RI sebagai Lembaga Tertinggi negara menjadi Lembaga
Negara dikarenakan berubahnya pasal 1 ayat (2), dan
berubahnya pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 tidak menetapkan
dan tidak berlakunya sistem pembangunan yang direncanakan
melalui GBHN. Sebagai gantinya ialah Undang-Undang No
25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang No 17 tahun 2007 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) per 20
tahun.

Uraian di atas adalah realitas yang ada yang sedang kita alami.
Yang jadi pertanyaan adalah apakah sistem setelah tidak ada
GBHN dan digantikan dengan SPPN dan RPJPN ini
perencanaan pembangunan nasional sudah ideal? Dalam arti
dapat memfasilitasi upaya upaya utuk merealisasikan cita-cita
negara yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Pada waktu Era diberlakukannya GBHN perencanaan
pembangunan melalui tahapan-tahapan yang jelas serta
melalui kajian yang mendalam, terstruktur artinya arah
kebijakan pembangunan nasioanal mengarah kepada
peningkatan ekonomi nasional dari mulai pusat maupun
daerah, tidak menimbulkan ego kedaerahan dan ego sektoral
sehingga pemerataan pembangunandan pembagian hasil bumi
dan kekayaan alam lainnya yang terkandung dibumi nusantara

8

Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



tidak menjadi hak daerah yang kaya akan Sumber Daya Alam
saja tetapi milik seluruh bangsa indonesia.

Dengan tidak berlakukannya GBHN dan digantikan oleh
SPPN dan RPJPN banyak persoalan yang timbul, seperti
ketidak sinkronan substansi antara program pemerintah pusat
(Presiden) dengan pemerintah daerah (Gubernur, Bupati atau
Walikota), sehingga secara ekonomi hal ini akan
menimbulkan pemborosan anggaran.

Otonomi daerah belum sepenuhnya sesuai dengan harapan,
karena belum disertai dengan ketersediaan sarana dan
prasarana, demikian juga dengan sumber daya manusia
sehingga pembangunan dilaksanakan dengan sporadis.Apabila
dibiarkan akan akan mengarah kepada dis-integrasi bangsa,
justru otonomi daerah bisa menyebabkan terpecah belahnya
Negara ini.

Atas dasar ini berbagai pihak mulai berpikir dan mengevaluasi
utuk menghidupkan kembali GBHN sebagai panduan untuk
kepala negara yaitu Presiden dalam menjalankan roda
pemerintahan. Presiden tidak perlu membuat program baru,
karena tugas Presiden hanya melaksanakan GBHN yang telah
disusun, tinggal menyesuaikan dengan Visi Misi yang
dijadikan sebagai jargon kampanye.

Berbagai pihak banyak yang menyesalkan penghapusan tugas
MPR dalam menentukan GBHN, karena tanpa GBHN
pembangunan Indonesia  sulit  diharapkan  dapat
berkesinambungan dan Indonesia tdk mampu menghadapi
berbagai ancaman dimasa depan. Pasca tidak diberlakukannya
GBHN sampai saat ini, tidak ada mekanisme yang jelas untuk
menilai apakah dokumen-dokumen perencanaan yang dibuat
sebagai tindak lanjut dari RPJPN, seperti level nasional,
RPJPMN renstra Kementrian/Lembaga, Rencana Kkerja
pemerintah, Rencana Kerja Kementrian, dan di level daerah
RPJMD Renstra SKPD, RKPD,

Renja SKPD memang sudah merujuk kepada RPJP. Apalagi
jika mengingat adanya keterlibatan mekanisme penjabaran
visi dan misi Presiden/ kepala Daerah terpilih, potensi adanya
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Gap dengan RPJP menjadi lebih besar. Pada akhirnya banyak
pihak yang menilai bahwa proses pembangunan seolah
berjalan sendiri-sendiri dan menjadi tidak berpola.

Reformulai system pembangunan nasional khusunya dibidang
ekonomi harus dikembalikan kepada konstitusi Indonesia
sebagaimana diatur dalam pasal 33 UUD 1945 yaitu ekonomi
berbasis kerakyatan bukan didasarkan kepada ekonomi
Liberal, sehingga tujuan pembangunan nasional dibidang
ekonomi memajukan kesejahteraan umum segera terealisasi.
Sektor-Sektor ekonomi kerakyatan harus terus dijaga dan
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran
rakyat.

Narasumber 3 : Prof. Dr. Indawan, M.Pd.

Sejak perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
istilah GBHN sudah tidak lagi dipakai menjadi acuan
pembangunan, dan digantikan oleh Undang-Undang No 25
Tahun 2004 tentang SPPN dan Undang-Undang No 17 Tahun
2007 Tentang Rencana Jangka Panjang Nasional berdurasi 20
Tahun. Durasi 20 tahun ini dimulai dari Rencana Jangka
Panjang Nasional dari tahun 2005-2025. Rencana Jangka
Panjang Menengah Nasional (RPJPMN) | tahun 2005-
2009.RPJPMN Il Tahun 2010-2014, RPJPMN Ill Tahun 2015-
2019 dan RPJPMN IV Tahun 2020-2024., dan seterusnya di
tingkat daerah dirumuskan dalam bentuk Rencana Jangka
Panjang Menengah Daerah (RPJPMD).

Sejak diberlakukan Undang-Undang SPPN dan RPJPN dan
RPJPMN per 5 (lima) tahun memunculkan ketidak puasan di
tengah tengah masyarakat, seolah olah setiap berganti level
kepemimpinan baik tingkat nasional atau daerah propinsi,
kabupaten dan kota, selalu menemui ketidak berlanjutan
program pembangunan, atau jelasnya setiap berganti
kepemimpinan akan juga berganti berbagai program
pembangunannya di berbagai level.

10
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Dengan pola ini juga memunculkan ketidak sinkronan
pembangunan tingkat nasional dengan daerah dan juga antar
daerah lain, seolah olah yang dirasakan oleh masyarakat
pembangunan dengan berjalan masing masing, atau dapat
disebut mau maunya setiap level kepemimpinan, pelaksanaan
pembangunan tidak fokus dan tidak berkesinambungan.Situasi
dan kondisi ini menjadi bahan perbandingan antara Era Orde
Lama, Era Orde Baru dan Era Reformasi, dan persepsi ini
menjadikan menguatnya lagi untuk menghidupkan kembali
GBHN yang ditetapkan oleh MPR.

Ketimpangan dan kesenjangan yang dirasakan oleh
masyarakat menjadi pemicu berbagai komponen bangsa untuk
melakukan introspeksi diri sehingga ada kesadaran kolektif
dengan berkeinginan mengubah sistem politik dan ketata
negaraan Kkita.

Seandainya kembalinya GBHN dipaksakan, reposisi MPR
mesti dilakukan, dengan mengamandemen Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 dan perubahan Undang Undang Dasar ini
tidak saja pasal pasal yang terkait dengan GBHN saja tapi ada
beberapa pasal lain yang berhubungan dengan status MPR
untuk dikembalikan lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara,
dan Presiden kambali menjadi Mandataris MPR. Sebelum
terjadi Amandemen UUD salah satu tugas MPR adalah
menetapkan garis-garis besar haluan negara.

Pertanyaan yang juga muncul apakah keterlambatan
pembangunan memang benar disebabkan oleh tidak adanya
GBHN?

Kurang berhasilnya pembangunan di daerah tidak bisa dituduh
langsung penyebabnya karena tidak ada haluan negara seperti
GBHN. Banyak faktor yang turut berkontribusi dalam
keterlambatan pembangunan didaerah antara lain pengawasan
dan penegakan hukum. Penegakan hukum menjadi faktor
penting untuk mengantisipasi atau pencegahan prilaku
koruptif dalam pelaksanaan pembangunan baik ditingkat
penyelenggaran pemerintah pusat maupun pemerintahan
daerah, di Era Orde Baru perilaku koruptif terjadi di tingkat
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pusat, setelah reformasi dengan sitem pemerintahan otonomi
daerah justru perilaku koruptip tidak saja di tingkat
Pemerintah pusat tapi sudah merambah ke daerah daerah.

Diskursus mengembalikan lagi GBHN membuka kita berfikir
sekaligus refleksi apakah pembangunan selama ini sudah
sesuai dengan kebutuhan masyarakat?, Reinkarnasi GBHN
bukanlah solusi lambatnya diskontuinitas pembangunan,
namun penguatan dan pengawasan dan penegakan hukum
yang dapat dilakukan dan ditingkatkan, dari mulai
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan akan dapat
meluruskan arah dan percepatan pembangunan. Penegakan
hukum yang tidak tebang pilih akan memberikan efek jera dan
membuat pembangunan berhasil dan berdaya guna.

Pemikiran dari para narasumber itu kemudian dibahas dan

diperkaya oleh sejumlah pembahas. Dari para pembahas, diperoleh
sejumlah pokok pikiran dan pandangan sebagai berikut;

Dr. Ir. Muchtarudin Muchsiri, M.P.

Dr.

Sejak reformasi semakin jauh untuk mewujudkan cita-cita
kemerdekaan.

Pelencengan dari tujuan pembangunan nasional di sebabkan
oleh ketiadaan GBHN.

Haryadi, M.Pd.

Semua periodesasi pemerintahan (Orde Lama, Orde Baru,
Reformasi) bermasalah.

GBHN bagus kalau diterapkan dengan konsisten.

Membangun Indonesia perlu haluan, untuk mewujudkan cita-
cita pembangunan nasional.

Sependapat untuk ada GBHN tetapi perlu reformulasi.

12
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Drs. H.

Umar Said
ljtihad politik sudah kacau sejak reformasi 1997.

UUD 1945, Pancasila sekarang tidak berdaya menghadapi
kapitalisme dan liberalisme.

Amandemen seharusnya memberikan tafsir, bukan merubah
pasal-pasalnya, jangan menyalahkan sepenuhnya pola yang
sudah ada.

Dr. Yetty Hastiana, M.Si.

GBHN jangan dihilangkan yang penting, merubah
formulasinya sebagai kerangka acuan dalam mewujudkan
cita-cita pembangunan nasional.

Kuncinya ada pada konsistensi dalam penegakan hukum

H. Syairozi, S.H., M.H.

Terjadi kekacauan sejak amandemen UUD 1945.

Amandemen tidak memenuhi syarat sebagai konstitusional.

Sri Suatmiati, S.H., M.H.

Perlu adanya penguatan lembaga MPR sebagai lembaga
kontrol pelaksanaan sistem pembangunan nasional.

Perlu adanya penguatan pendidikan nasionalisme seperti
Pancasila, sejarah perjuangan bangsa serta pendidikan ahlak
atau moral.

Perlu adanya penguatan fungsi dan wewenang MPR.

H. Amidi, S.E., M.Si.

Yang diperlukan konsistensi dan konsekuen dalam
melaksanakan konstitusi.
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Miris jika kita membandingkan perkembangan negara yang
SDA-nya tidak ada seperti Singapura.

Sejumlah anggota Lembaga Pengkajian MPR RI kemudian

memberikan sejumlah respons sebagai berikut;

K.H. Bukhori Yusuf, Lc., M.A.

Tema bukan mempermasalahkan perlu atau tidaknya kembali
ke GBHN.

GBHN sudah ada dalam proses pembangunan nasional yaitu
RPJPN.

Kalau mau membuat GBHN lagi maka diletakkan dimana?

H. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Bagaimanakah mewujudkan janji-janji kemerdekaan yang
diperlukan saat ini bukan hanya bentuknya, tidak usah
dipermasalahkan GBHN atau RPJPN.

Sepakat bahwa saat ini tidak ada acuan untuk mewujudkan
cita-cita pembangunan nasional.

Perlu ada ketaatan terhadap konstitusi.

Prof. Dr. Syamsul Bahri, MSc.

Tidak penting lembaganya tetapi yang penting adalah
Kinerjanya.

Dr. Ali Masykur Musa

Apakah GBHN itu sudah merupakan produk hukum?
Apakah ada hubungan antara Pilpres dengan GBHN?

14
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- Apakah liberalisasi sistem ekonomi akibat adanya perubahan
pasal 33 UUD 1945?

- Bagaimana pengelolaan SDA yang benar?

- Apakah perlu adanya amandemen terbatas atau kembali ke
UUD 1945?

H. Ahmad Yani, S.H., M.H.
- Perlukah amandemen atau tidak?

- Yang manakah yang perlu diamandemen?

Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah

- Tidak ada lembaga yang khusus membahas tentang konstitusi
di Indonesia.

- Struktur ketatanegaraan Indonesia perlu ditata ulang kembali.

Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 15



REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

Oleh : Dr. Ir. Kgs, A. Roni, M.T

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, pengakuan normatif dan empirik
terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah
diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi adalah suatu
keharusan . Hukum sebagai pedoman tertinggi ini dituangkan dalam
pengaturan dan peraturan. Di Indonesia, pengaturan dan peraturan
tersebut ditetapkan dalam sistem hirarkhie (tata urutan)peraturan
perundang-undangan dengan tingkatan dari tingkat tertinggi hingga
tingkat terendah.Hirarkhie peraturan perundang-undangan tersebut
secara berurutan diawali dengan Undang-undang Dasar 1945 sebagai
urutan tertinggi peraturan perundang-undangan dan diakhiri dengan
Peraturan Daerah sebagai peraturan perundang-undangan tingkat
terendah.

Hirarkhie tersebut dalam penyelenggaraan ketatanegaraan
menjadi masalah karena ada produk hukum yang tercantum dalam
hirarkhie peraturan perundang-undangan tetapi riilnya tidak
mempunyai  produk  hukum, contohnya: Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR). Logika hukumnya, produk
hukum yang ditempatkan di masing-masing tingkat hirarkhie tersebut
mempunyai kekuatan keberlakuan sesuai dengan posisi lembaga pro-
dusernya. Tap MPR ini terletak di tingkat ke dua setelah UUD 1945,
namun lembaganya sendiri (MPR) hanya sebagai lembaga tinggi
negara setara lembaga negara lainnya dan hanya menghasilkan Tap
MPR (terkait pengangkatan Presiden) satu kali dalam lima tahun.

Pada masa orde baru, yakni pada saat Presiden Suharto berkuasa,
MPR melalui Tap MPR memiliki kewenangan untuk mengatur sistem
perencanaan pembangunan nasional secara periodik lima tahunan yang
disebut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). MPR melalui
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GBHN menetapkan sistem perencanaan pembangunan nasional secara
menyeluruh dan memerintahkan kepada mandataris (Presiden) untuk
melaksanakannya.

Setelah masa orde baru berlalu, penyusunan sistem perencanaan
pembangunan nasional diserahkan kepada Presiden dan wakil
Presiden. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengatur bahwa, kepada Presiden dan Wakil
Presiden diberikan tugas menyusun arah dan strategi pembangunan
Nasional selama 5 tahun dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN). RPIMN merupakan penjabaran dari
visi, misi, dan program Presidensiil yang berpedoman pada cita-cita
luhur dalam Pembukaan UUD 1945 dan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang telah ditetapkan dengan UU
No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025. Hal ini juga selaras
dengan salah satu persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden
menurut Pasal 15 huruf e UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yakni wajib memiliki
visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun
ke depan dalam melaksanakan pemerintahan.

Penetapan kewajiban persyaratan visi, misi dan program bagi
Calon residen dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang ini dimak-
sudkan agar Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, memiliki
integritas tinggi, menjunjung tinggi etika dan moral, serta memiliki
kapasitas dan kapabilitas yang baik. Untuk  mewujudkan  hal
tersebut, visi, misi dan program Calon Presiden dan Wakil Presiden
dituangkan dalam RPJMN. Perencanaan pembangunan Nasional
untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien,
dan bersasaran (dengan target) yang jelas.Ketentuan Umum UU No.
25 Tahun 2004 menyatakan bahwa : perencanaan adalah suatu proses
untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan
pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua,
komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Visi
adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan, dan misi adalah rumusan umum mengenai
upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
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Pelaksanaan visi, misi ini menggunakan strategi atau langkah-
langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi
dan misi.

Perubahan mendasar juga menyangkut keberadaan GBHN.
Pada masa Orde Baru, GBHN merupakan pedoman untuk Presiden
dalam menjalankan roda pemerintahan. Jika Presiden tidak mengikuti
atau melanggar GBHN, maka MPR dapat memberhentikan Presiden.
Sejak era reformasi, eksistensi GBHN tidak ada lagi sebagai
konsekuensi perubahan UUD 1945. Konsekuensinya adalah adanya
perubahan mendasar pada system penyelenggaraan pembangunan.
Sebagai penggantinga, maka sebagai pedoman penyelenggaraan
pembangunan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) selama 20 tahun sebagaimana dituangkan dalam
UU No 17 Tahun 2007, sebagai amanat dari Pasal 13 ayat (1)
UU No 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) . RPJPN ini menjadi rujukan pembangunan lima
tahunan yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN): RPJMN | Tahun 2005-2009, RPJMN
Il Tahun 2010-2014, RPJMN Ill Tahun 2015-2019, dan RPJIMN IV
Tahun 2020-2024. Dokumen perencanaan pembangunan ini tidak
lagi menjadi kewenangan MPR, melinkan kewenangan bersama
antara DPR RI dan Presiden RI.

Uraian di atas adalah kenyataan normative yang saat ini terjadi
di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah pengaturan
tersebut sudah ideal, dalam arti dapat memfasilitasi upaya- upaya
untuk mencapai tujuan Negara ini sebagaimana yang diamanatkan
dalam konstitusi kita? Secara spesifik, makalah ini akan membahas
tentang tiga hal:

1. Apakah system perencanaan pembangunan nasional (SPPN)
saat ini sudah baik

2. Dengan adanya kebijakan RPJMN, apakah keberadaan GBHN
masih diperlukan

3. Bagaiana peran MPR dalam SPPN

4. Relevansi GBHN dan RPJPN terhadap Amanat institusi
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SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan salah satu
konsekuensi adanya perubahan radikal dalam pengaturan
ketatanegaraan pasca reformasi. Secara normative, sulit untuk tidak
mengakui bahwa SPPN sebagaimana sudah diatur dalam UU No 25
Tahun 2004 sudah cukup baik. Adopsi pendekatan politik,
teknokratik, partisipatif dan perpaduan pendekatan top down dan
bottom up, merupakan beberapa alasan kuat untuk mendukung
argumentasi tersebut. Implikasinya, menjadikan SPPN merupakan
sebuah system perencanaan pembangunan yang integrative, yang
menjanjik keterpaduan proses pembangunan nasional, pembangunan
daerah maupun pembangunan antar daerah, dengan melibatkan multi-
stakeholder.

Selain itu, jika dibandingkan dengan system perencanaan
pembangunan sebelumnya, yang diatur dalam Permendagri No 9
Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan
Pengendalian Daerah (P5D), SPPN paling tidak dari perspektif
normative menjanjikan proses perencanaan pembangunan Yyang
lebih baik. Pada masanya, meski di sisi proses dan tahapan, P5D
hampir sama dengan SPPN (Sjaifudian 2003), namun pada
kenyataannya P5D merupakan proses perencanaan pembangunan
yang sangat top-down (Usui & Alisjahbana 2003; Hidajat &Antlov
2004). Selain itu, stakeholders yang terlibat dalam SPPM lebih
banyak dan mencakup berbagai kalangan masyarakat.

Namun demikian, SPPN bukan tanpa persoalan. Persoalan
klasik yang dihadapi adalah tidak adanya jaminan kepastian bahwa
apa yang telah dikonstruksi secara ideal dalam peraturan perundang-
undangan terkait dengan SPPN maupun RPJPN itu dilaksanakan
secara konsisten oleh pemangku kepentingan terkait. Sampai saat ini,
tidak ada mekanisme yang jelas untuk menilai apakah dokumen-
dokumen perencanaan yang dibuat sebagai tindak lanjut dari RPJPN,
seperti di level nasional, RPJIMN, Renstra Kementerian/Lembaga,
Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian, dan di
level daerah, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, memang
sudah merujuk kepada RPJP. Apalagi jika mengingat adanya
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keterlibatan mekanisme penjabaran visi dan misi Presiden/Kepala
Daerah terpilih, potensi gap dengan RPJP menjadi lebih besar.
Pada akhirnya, banyak pihak yang menilai bahwa proses
pembangunan seolah berjalan sendiri-sendiri dan menjadi tidak
berpola. Kondisi ini dapat dikatakan hamper tidak terjadi pada
era sebelumnya, ketika GBHN merupakan rujukan utama proses
perencanaan pembangunan baik di level nasional maupun di daerah.

Namun demikian, bukan berarti bahwa SPPN dan RPJP
menjadi tidak lebih unggul dibandingkan dengan system perencanaan
sebelumnya. Secara normative, SPPN dan RPJP dilaksanakan secara
terintegrasi, sinkron dan sistematis. Yang menjadi persoalan
mendasar adalah lebih kepada konsistensi dan sinergi dari berbagai
dokumen perencanaan lanjutan sebagai turunan dari RPJP Nasional
sebagai “induknya” dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan
itu sendiri sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi. Kondisi
ini ke depan akan semakin parah jika tidak ada mekanisme evaluasi
yang jelas untuk menilai sinergitas berbagai dokumen perencanaan
pembangunan beserta pelaksanaannya, baik di level nasional maupun
daerah.

APAKAH GBHN MASIH DIPERLUKAN

Perdebatan tentang perlu dihidupkannya kembali GBHN
dipicu karena adanya kekecewaan banyak pihak terkait proses
pembangunan yang output dan outcome-nya tidak sesuai dengan
yang diamanatkan oleh konstitusi. Proses pembangunan dipandang
terlalu ditekankan kepada perspektif terbatas Presiden atau Kepala
Daerah terpilih, sehingga mengakibatkan disparitas proses
pembangunan di berbagai daerah. Implikasinya adalah hasil- hasil
pembangunan yang masih jauh dari harapan seperti yang tertuang
dalam Konstitusi.

Meski demikian, sebagaimana telah diungkapkan pada bagian
sebelumnya, konstruksi normative RPJP secara substantive
sebenernya hampir sama dengan GBHN pada masa Orde Baru.
Nilai lebih yang dimiliki system dan dokumen perencanaan
pembangunan pada era reformasi adalah adanya kesempatan kepada
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daerah untuk bisa menggali berbagai potensi dan keunggulan daerah
masing-masing, untuk bersinergi dengan “rencana induk” yang
tertuang dalam RPJP dalam rangka mencapai tujuan yang
diamanatkan oleh konstitusi. Dengan demikian, urgensi untuk
menghidupkan kembali GBHN menjadi tidak justified, karena
keberadaannya telah terwujud dalam RPJPN.

Terkait persoalan berbagai permasalahan pembangunan selama
ini, salah satu faktornya adalah lebih karena inkonsistensi dan
ketiadaan sinergi antara RPJP dengan dokumen perencanaan
“turunannya”. Kondisi tersebut merupakan implikasi karakter
proses perencanaanpembangunan yang tidak sekedar persoalan
teknis manajerial, tetapi merupakan persoalan yang sangat politis,
karena menyangkut kepentingan berbagai pihak.

PERAN MPR DALAM SPPN

Amandemen UUD 1945 telah memangkas secara signifikan
fungsi dan wewenang MPR. Secara konstitusional, fungsi dan
wewenang MPR di atur dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3), dan
Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3). Fungsi dan wewenang tersebut adalah:

a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;

b. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil
pemilihan umum dalam Sidang Paripurna MPR;

c. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah
Konstitusi  untuk memberhentikanPresiden dan/atau Wakil
Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau
Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan
penjelasan di dalam Sidang Paripurna MPR;

d. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya; memilih
Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila
terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa
jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;

e. Serta memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya
berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua
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paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh
partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon
Presiden dan Wakil Presiden meraih suara terbanyak pertama
dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa
jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari.

Secara eksplisit, UUD 1945 hasil amandemen tidak
memberikan ruang kepada MPR dalam SPPN dan perumusan RPJP.
Oleh karena itu, jika ingin menguatkan peran MPR dalam SPPN,
maka langkah pertama yang perlu diambil adalah mengajukan
amandemen UUD  1945. Langkah  selanjutnya  adalah
mengkonstruksi fungsi dan peran serta wewenang yang tepat untuk
lembaga MPR, sehingga tidak tumpang tindih dengan fungsi dan
peran lembaga Negara yang lain dalam SPPN.

RELEVANSI GBHN DAN RPJPN TERHADAP AMANAT
KONSTITUSI

Pada dasarnya semua kata kunci, terma, istilah, pikiran atau
gagasan pokok yang terkandung dalam semua rumusan arah
kebijakan pembangunan hukum sepanjang sejarah keberadaan
GBHN dalam sistem ketatanegaran Indonesia, secara subtansial
dapat dikatakan relevan dengan amanat konstiusi republik Indonesia,
UUD Tahun 1945. Meskipun jika dikaji lebih lanjut dengan
pedekatan yang lebih komprehensif, mungkin saja ada konklusi
yang berbeda mengenai konteks relevansi atau tidak relevan ini.

Secara umum rumusan arah kebijakan pembangunan
hukum yang terdapat dalam RPJPN ini dapat dikatakan relevan
dengan amanat UUD 1945. Nampaknya yang paling dominan
adalah relevansinya tehadap amanat mengenai hak asai
manusia, sebagaimana diketahui bahwa hasil amandemen UUD
1945 memasukkan unsur materi mengenai hak asasi manusia yang
demikian besar porsinya dalam konstitusi dalam 4 (empat) kali
amandemen semenjak tahun 2000 sampai 2002.
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PENUTUP

Rumusan arah kebijakan pembangunan hukum, baik yang
tedapat dalam perencanaan pembangunan nasional model GBHN
maupun model RPJPN, secara subtansial dapat dikatan relevan
dengan amanat konstitusi yang berlaku pada konteks periode
masing-masing. Pada level tertentu, khusunya dalam konteks
pembangunan hukum sebagai sistem, terdapat dinamika rumusan
arah kebijakan pembangunan hukum secara kronologis dari
perencanaan pembangunan nasional model GBHN era orde baru
sampai pada model RPJPN era reformasi. Dinamika  yang
dimaksud adalah, 3 (tiga) GBHN pertama era kepemimpinan
presiden Suharto, arah kebijakan hukum tidak mengarah pada
pembentukan  sistem  hukum, tetapi bidang hukum hanya
difungsikan  sebagai alat untuk mendukung pelaksanaan
pembangunan nasional, dan 3 (tiga) GBHN terakhir pada
era tersebut, rumusan arah kebijakan pembangunan hukum
baru nampak mengarah pada pembentukan sebuah sistem, yang
nampak makin lengkap atau berkembang pada GBHN transisi
(GBHN 1999) dan RPJPN, ketika komponen HAM menjadi
salah satu dimensi dari kebijakan pembangunan sistem hukum.
Terdapat perbedaan mendasar strategi nomatif penyusunan
perencanaan pembangunan nasional (GBHN dan RPJPN).
Perbedaan mendasar ini merupakan konsekwensi logis dari
amandemen yang dilakukan terhadap UUD Tahun 1945 dalam
sejarah perjalanan negara dan bangsa Indonesia.

Rumusan arah kebijakan pembangunan nasional bidang
hukum vyang dimuat dalam perencanaan pembangunan nasional
yang besifat jangka panjang, sebaiknya merupakan rumusan
yang lahir dari sebuah paradigma pembangunan hukum yang
bersifat ideal. Bekenaan dengan strategi penyusunan perencanaan
pembangunan nasional yang berdimensi jangka panjang sebagai
dokumen hukum, yang juga memuat perencanaan arah kebijakan
pembangunan hukum nasional, status hirarkisnya secara yuridis
seharusnya lebih tinggi dari sekedar UU, karena sifatnya merupakan
pedoman bagi presiden yang terpilih, oleh karenanya perencanaan
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pembangunan nasional model GBHN sebaiknya dipertimbangkan
kembali untuk digunakan.
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REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
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Pendahuluan

Pembangunan di segala bidang yang diselenggarakan oleh
bangsa Indonesia sejak kepemimpinan nasional pertama Presiden
Soekarno, diera ode lama, hingga kini dalam kepemimpinan
Presiden Susilo Bambang Yudoyono, diera reformasi, merupakan
sebuah upaya pelaksanaan dari amanat konstitusi UUD Tahun 1945,
yang sejak awal diadakan sebagai panduan dasar dalam dimensi
nomatif dan/atau yuridis oleh negara Republik Indonesia. Artinya
pembangunan yang diselenggarakan cleh pemerintah merupakan
pelaksanaan dari amanat UUD Tahun 1945, bahwa pembangunan
yang dilaksanakan tersebut didasarkan atas arahan norma-norma
atau kaidah-kaidah yang terdapat dalam Kkonstitusi Republik
Indonesia.

Sekaitan dengan UUD, bahwa setiap UUD mencerminkan
konsep-konsep dan alam pikiran dari masa dimana ia dilahirkan,
dan merupakan hasil dari keadaan material dan spiritual dari
masa ia dibuat. Oleh para penyusun UUD diusahakan agar ketentuan-
ketentuan dalam UUD yang dibuat tidak lekas usang dan mengikuti
perkembangan zaman. Oleh karena itu seringkali ketentuan-
ketentuan dalam UUD hanya mengatur dan mencakup hal-hal dalam
garis besar saja.

Konstitusi  tertulis Republik Indonesia  yang menjadi
fondasi  yuridis diselenggarakannya kekuasaan negara, juga
mengindikasikan negara moderen Republik Indonesia sebagai sebuah
negara yang berdasarkan hukum, atau dalam padanannya dapat
dikatakan sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum,
tentu menyelenggarakan kekuasaan negara berdasarkan atas norma-
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norma yuridis sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan
penyelenggaraan atas kekuasaan. Dalam konteks demikian,
pelaksanaan pembangunan nasional disegala bidang sebagai upaya
pemerintahan mencapai cita-cita ideal negara, dilaksanakan
berdasarkan kesadaran dan kerangka sebuah sistem hukum. Artinya
kebijakan  pembangunan tersebut terformat dalam dimensi
normatifisme dengan UUD Tahun 1945 sebagai acuan norma dasar

yang tertinggi.

Sepanjang sejarah ketatanegaraan moderen Republik Indonesia
sejak periode sebelum amandemen UUD 1945 hingga sesudah
amandemen, di Indonesia dikenal 2 (dua) model perencanaan
pembangunan nasional yang berdimensi waktu jangka panjang,
yakni yang dikenal dengan nama Garis-garis Besar Haluan Negara
(GBHN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN). Model RPJPN, yang dianggap sebagai pengganti GBHN,
dilaksanakan dalam sistem Kketatanegaraan setelah diadakan
perubahan terhadap UUD Tahun 1945 pada tahun 1999 hingga
2002, dalam 4 (empat) tahap amandemen. Model perencanaan
pembangunan nasional sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia,
baik GBHN maupun RPJPN, memuat materi-materi pembangunan
disegala bidang kehidupan nasional, termasuk didalamnya
pembangunan nasional bidang hukum. Idealnya pembangunan
hukum  yang diselenggarakan secara  sistemik,  dalam
pengertian dilakukan dengan suatu Kkerja perencanaan dan
pengimplementasian serta evaluasi kinerja secara keseluruhan
mengenai  capaian-capaian pembangunan hukum, merupakan
penjabaran secara esensial dari amanat konstitusi, sehingga tujuan
ideal pembangunan hukum merupakan tujuan yang diinginkan oleh
UUD Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis Republik Indonesia,
dan bukan merupakan keinginan-keinginan sebagai hasil kompromi
politis segelintir golongan atau pihak tertentu saja, sehingga
berkecenderungan merugikan substansi kepentingan nasional yang
ada sebagai nilai-nilai, kaidah dan norma-norma dalam UUD
Tahun 1945. Hal ini bermakna bahwa arah kebijakan pembangunan
bidang hukum dalam 6 (enam) GBHN di era orde baru dan 1 (satu)
GBHN di era transisi dari orde baru menuju era refomasi, serta arah
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kebijakan pembangunan hukum dalam RPJPN dalam era pasca
amandemen UUD  Tahun 1945, seharusnya merupakan
pengejawantahan dari amanat UUD Tahun 1945, sehingga terjaga
konsistensi, relevansi dan kesingkronan antara nilai, kaidah dan
noma-noma fundamental yang ada dalam UUD Tahun 1945 dengan
formulasi kebijakan yang dibuat oleh sebuah kewenangan negara
dalam format yuridis, dimana kebijakan itu harus tunduk pada
ketentuan yang lebih tinggi dari kedudukannya.

Perubahan mendasar juga menyangkut keberadaan GBHN.
Pada masa Orde Baru, GBHN merupakan pedoman untuk Presiden
dalam menjalankan roda pemerintahan. Jika Presiden tidak mengikuti
atau melanggar GBHN, maka MPR dapat memberhentikan Presiden.
Sejak era reformasi, eksistensi GBHN tidak ada lagi sebagai
konsekuensi perubahan UUD 1945. Konsekuensinya adalah adanya
perubahan mendasar pada system penyelenggaraan pembangunan.
Sebagai penggantinga, maka sebagai pedoman penyelenggaraan
pembangunan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) selama 20 tahun sebagaimana dituangkan dalam
UU No 17 Tahun 2007, sebagai amanat dari Pasal 13 ayat (1)
UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) . RPJPN ini menjadi rujukan pembangunan lima
tahunan vyang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJIMN): RPJIMN | Tahun 2005-2009, RPJMN
Il Tahun 2010-2014, RPIJMN Il Tahun 2015-2019, dan RPJMN IV
Tahun 2020-2024. Dokumen perencanaan pembangunan ini tidak
lagi menjadi kewenangan MPR, melinkan kewenangan bersama
antara DPR RI dan Presiden RI.

Dari Uraian di atas adalah kenyataan normative yang saat ini
terjadi di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah pengaturan
tersebut sudah ideal, dalam arti dapat memfasilitasi upaya-upaya
untuk mencapai tujuan Negara ini sebagaimana yang diamanatkan
dalam konstitusi kita? Secara spesifik, makalah ini akan membahas
tentang tiga hal:

1. Apakah system perencanaan pembangunan nasional (SPPN) saat
ini adalah yang paling baik
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2. Dengan adanya kebijakan RPJMN, apakah keberadaan GBHN
masih diperlukan

3. Bagaimana dengan peran MPR dalam SPPN

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan salah satu
konsekuensi  adanya perubahan radikal dalam pengaturan
ketatanegaraan pasca reformasi. Secara normative, sulit untuk tidak
mengakui bahwa SPPN sebagaimana sudah diatur dalam UU No 25
Tahun 2004 sudah cukup ideal. Adopsi pendekatan politik,
teknokratik, partisipatif dan perpaduan pendekatan top down dan
bottom up, merupakan beberapa alasan kuat untuk mendukung
argumentasi tersebut. Implikasinya, menjadikan SPPN merupakan
sebuah system perencanaan pembangunan yang integrative, yang
menjanjik keterpaduan proses pembangunan nasional, pembangunan
daerah maupun pembangunan antar daerah, dengan melibatkan multi-
stakeholder.

Selain itu, jika dibandingkan dengan system perencanaan
pembangunan sebelumnya, yang diatur dalam Permendagri No 9
Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan
Pengendalian Daerah (P5D), SPPN paling tidak dari perspektif
normative menjanjikan proses perencanaan pembangunan yang
lebih baik. Pada masanya, meski di sisi proses dan tahapan, P5D
hampir sama dengan SPPN (Sjaifudian 2003), namun pada
kenyataannya P5SD merupakan proses perencanaan pembangunan yang
sangat top-down (Usui & Alisjahbana 2003; Hidajat &Antlov 2004).
Selain itu, stakeholders yang terlibat dalam SPPM lebih banyak dan
mencakup berbagai kalangan masyarakat.

Namun demikian, SPPN bukan tanpa persoalan. Persoalan
klasik yang dihadapi adalah tidak adanya jaminan kepastian bahwa
apa yang telah dikonstruksi secara ideal dalam peraturan perundang-
undangan terkait dengan SPPN maupun RPJPN itu dilaksanakan
secara konsisten oleh pemangku kepentingan terkait. Sampai saat ini,
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tidak ada mekanisme yang jelas untuk menilai apakah dokumen-
dokumen perencanaan yang dibuat sebagai tindak lanjut dari RPJPN,
seperti di level nasional, RPJMN, Renstra Kementerian/Lembaga,
Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian, dan di level
daerah, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, memang sudah
merujuk kepada RPJP. Apalagi jika mengingat adanya keterlibatan
mekanisme penjabaran visi dan misi Presiden/Kepala Daerah
terpilih, potensi gap dengan RPJP menjadi lebih besar. Pada
akhirnya, banyak pihak yang menilai bahwa proses pembangunan
seolah berjalan sendiri-sendiri dan menjadi tidak berpola. Kondisi
ini dapat dikatakan hamper tidakterjadi pada era sebelumnya,
ketika GBHN merupakan rujukan utama proses perencanaan
pembangunan baik di level nasional maupun di daerah.

Namun demikian, bukan berarti bahwa SPPN dan RPJP
menjadi tidak lebih unggul dibandingkan dengan system perencanaan
sebelumnya. Secara normative, SPPN dan RPJP dilaksanakan secara
terintegrasi, sinkron dan sistematis. Yang menjadi persoalan
mendasar adalah lebih kepada konsistensi dan sinergi dari berbagai
dokumen perencanaan lanjutan sebagai turunan dari RPJP Nasional
sebagai “induknya” dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan
itu sendiri sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi. Kondisi
ini ke depan akan semakin parah jika tidak ada mekanisme evaluasi
yang jelas untuk menilai sinergitas berbagai dokumen perencanaan
pembangunan beserta pelaksanaannya, baik di level nasional maupun
daerah.

KEBERADAAN GBHN APAKAH MASIH DIANGGAP PERLU

Perdebatan tentang perlu dihidupkannya kembali GBHN dipicu
karena adanya kekecewaan banyak pihak terkait  proses
pembangunan yang output dan outcome-nya tidak sesuai dengan
yang diamanatkan oleh konstitusi. Proses pembangunan dipandang
terlalu ditekankan kepada perspektif terbatas Presiden atau Kepala
Daerah terpilih, sehingga mengakibatkan disparitas proses
pembangunan di berbagai daerah. Implikasinya adalah hasil- hasil
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pembangunan yang masih jauh dari harapan seperti yang tertuang
dalam Konstitusi.

Meski demikian, sebagaimana telah diungkapkan pada bagian
sebelumnya, konstruksi normative RPJP secara substantive
sebenernya hampir sama dengan GBHN pada masa Orde Baru.
Nilai lebih yang dimiliki system dan dokumen perencanaan
pembangunan pada era reformasi adalah adanya kesempatan kepada
daerah untuk bisa menggali berbagai potensi dan keunggulan daerah
masing-masing, untuk bersinergi dengan “rencana induk” yang
tertuang dalam RPJP dalam rangka mencapai tujuan yang
diamanatkan oleh  konstitusi. Dengan demikian, urgensi untuk
menghidupkan kembali GBHN menjadi tidak justified, karena
keberadaannya telah terwujud dalam RPJPN.

Terkait persoalan berbagai permasalahan pembangunan selama
ini, salah satu faktornya adalah lebih karena inkonsistensi dan
ketiadaan sinergi antara RPJP dengan dokumen perencanaan
“turunannya”. Kondisi tersebut merupakan implikasi karakter proses
perencanaan pembangunan yang tidak sekedar persoalan teknis
manajerial, tetapi merupakan persoalan yang sangat politis, karena
menyangkut kepentingan berbagai pihak.

PERAN MPR DALAM SPPN

Amandemen UUD 1945 telah memangkas secara signifikan
fungsi dan wewenang MPR. Secara konstitusional, fungsi dan
wewenang MPR di atur dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3), dan
Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3). Fungsi dan wewenang tersebut adalah:

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;

2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil
pemilihan umum dalam SidangParipurna MPR;

3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah
Konstitusi untuk memberhentikanPresiden dan/atau Wakil
Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau
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Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan
penjelasan di dalam Sldang Paripurna MPR;

4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya; memilih
Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila
terjadikekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa
jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;

5. Serta memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya
berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua
paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh
partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon
Presiden dan Wakil Presiden meraih suara terbanyak pertama
dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa
jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari.

Secara eksplisit, UUD 1945 hasil amandemen tidak
memberikan ruang kepada MPR dalam SPPN dan perumusan RPJP.
Oleh karena itu, jika ingin menguatkan peran MPR dalam SPPN,
maka langkah pertama yang perlu diambil adalah mengajukan
amandemen UUD 1945. Langkah selanjutnya adalah mengkonstruksi
fungsi dan peran serta wewenang yang tepat untuk lembaga MPR,
sehingga tidak tumpeng tindih dengan fungsi dan peran lembaga
Negara yang lain dalam SPPN.

PENUTUP

Era reformasi membawa implikasi perubahan mendasar di
semua sendi kehidupan bernegara Indonesia. Perubahan UUD 1945
telah berimplikasi pada menghilangkan struktur dan prosedur tertentu,
dan sekaligus juga memunculkan struktur dan prosedur pengganti
dalam system ketatanegaraan Indonesia. Perubahan kedudukan, fungsi
dan kewenangan MPR telah berimplikasi pada kemunculan SPPN
dan RPJP Nasional sebagai pedoman dasar penyelenggaraan
pembangunan pengganti GBHN.
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Sulit untuk menolak bahwa perubahan signifikan tersebut
bertujuan untuk efektifitas upaya perwujudan tujuan Negara
sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Namun demikian, fakta
empiric menunjukkan bahwa perubahan tersebut tidak selalu
berkorelasi dengan output dan outcome yang diharapkkan semula.
Kesenjangan konsepsi awal dengan kenyataan empiric telah
melahirkan romanticization atas system atau aturan yang pernah
berlaku di era sebelumnya. Namun demikian, pengalaman
menunjukkan bahwa setiap system memiliki kelebihan dan
kekurangan. Kemampuan untuk memaksimalkan kelebihan dan
secara bersamaan melakukan upaya mitigasi atas berbagai kekurangan
system menjadi sesuatu yang niscaya.

Daftar Pustaka

Hidayat, S. & Antlov, H. 2004, 'Decentralization and Regional Autonomy in
Indonesia’, in Decentralization, Democratic Governance, and Civil
Society in Comparative Perspective, eds P. Oxhorn, J. S. Tulchin & A.
A. Selee, Woodrow Wilson Center Press, Washington, D.C, pp.
266291.

Sjaifudian, H. 2000, 'Desentralisasi dan prospek partisipasi warga dalam
pengambilan keputusan publik [Decentralization and prospect for
citizen participation in public decision-making]’, Jurnal Analisis
Sosial [Social Analysis Journal], vol. 5, no. 1, pp. 1-9.

Usui, N. & Alisjahbana, A. 2003, 'Local Development Planning and
Budgeting in Decentralized Indonesia: Key Issues', Tokyo
Symposium.

Daliyo,1992, Pengantar llmu Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, h.56.
Empat-pilar-berbangsa-dan  negara:http://politik.kompasiana.com
/2013 /06/12/empat-pilar-ber-bangsa-dan-bernegara-568227. Html

Index Korupsi Indonesia Berdasar- kan Tingkat Kepercayaan Ma- syarakat,
Lembaga Transparency Internasional Indonesia, Hasil survey 2013,
Jakarta, 2013.

Farah Bahtiar, “Peran Negara dalam Pembangunan”, Edu-com,
Jakarta, 2011Ketentuan Umum Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025

32 Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
HARUS SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN

Oleh : Amidi, S.E., M.Si.

PENDAHULUAN

Untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan Negara maju
di dunia ini, pembangunan harus dilakukan berkesinambungan
(sustainable development). Agar pembangunan berhasil baik dan
optimal, diperlukan suatu perencanaan yang baik pula.

Untuk memulai perencanaan perlu dilakukan suatu proses yang
benar. Apalagi mengingat perencaan ini berhubungan dengan masa
yang akan datang. Perencanaan yang baik, paling tidak memiliki tiga
(3) elemen; Pertama, perencanaan berhubungan dengan prediksi,
proyeksi, monitoring dan evaluasi. Kedua, Merencanakan berarti
memilih berbagai alternatif tujuan, agar tercapai kondisi yang lebih
baik, dan memilih kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran dari
kegiatan tersebut. Ketiga, Prencanaan sebagai alat mengalokasikan
sumberdayaalam dan sumberdaya manusia (SDA dan SDM),
mengelola ketersediaan SDA dan SDM harus dikedepankan dalam
menyusun suatu perencanaan.

Dalam perencanaan pun, ada beberapa aspek yang perlu
diperhatikan, yakni; apakah perencanaan tersebut telah melibatkan atau
adannya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunananya, apakah
dalam jangka waktu perencanaan tersebut telah adanya keterkaitan,
perencanaan jangka panjang menunjang perencanaan jangka menengah
dan perencanaan jangka menengah mengakomodasi perencanaan
jangka pendek dan apakah proses, data dan atau informasi serta
dokumen dalam perencanaan tersebut kualitasnya sudah baik.

Perencanaan yang dilaksanakan pemerintah sebagai acuan
pembangunan nasional yang tertuang dalam perencanaan jangka
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panjang nasional (RPJPN) yang diturunkan dalam perencanaan jangka
menengah nasional (RPJMN) tersebut, walaupun sduah mengacu
kepada elelmen dan aspek perencanaan tersebut, namun dalam
emplementasinya dilapangan masih mengahapi berbagai kendala,
antara lain, sering timbulnya ketidak relevanan antara perencanaan
yang ditetapkan di pusat, dengan ditingkat provinsi, dan perenacaan
ditingkat provinsi terkadang tidak sinkron dengan perencanaan yang
disusun di tingkat kabupaten. Tidak heran, kalau timbul kendala dalam
hal perencanaan tersebut. Secara umum, kendala yang dihadapi dalam
perenacaan tersebut adalah;

1. Masih kurangnya/lemahnya koordinasi dalam pengelolaan
data/infromasi

Masih lemahnya keterkaitan proses perencanaan.
Masih minimnya keterlibatan masyarakat sipil (civil society)

Masih lemahnya sistem evaluasi

o &~ w DN

Masih lamahnya koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah

SISTEM PERLU DIBENAHI

Mencermati  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN) yang sedang dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan roda
pembangunan nasional tersebut, memang masih  memiliki
kelemahan-kelemahan. Dalam rangka memperbaiki dan mencari
formulasi sistem perencanaan pembangunan nasional tersebut, Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) terus menggali dan meminta masukan
dari berbagai pihak dan melakukan berbagai pertemuan dan kajian
lainnya.

Dalam Focus Group Discussion yang digelar Lembaga
Pengkajian MPR Rl bersama Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Maluku Utara (9/6/16) terungkap bahwa SPPN
mengandung beberapa kelemahan, SPPN hanya bersifat administratif,
SPPN kehilangan moral pembangunan Pancsila, SPPN menjurus
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government centris, teknokratis dan tidak berkelanjutan. Karena sangat
tergantung dengan visi misi Presiden dan Kepala Daerah terpilih.

Dengan demikian, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
tersebut perlu dikaji ulang, perlu dicari formulasi yang mendekati
dengan kebutuhan pembangunan. Apalagi mengingat Indonesia saat ini
dihadapkan pada pasar bebas, yang mengehendaki kecepatan dan
ketangkasan tindakan pemerintah dalam mengambil sikap dan dalam
memajukan pembangunan ekonomi dan pembangunan sektor lainnya.
Saya sependapat dengan pandangan beberapa pihak akhir-akhir ini, atas
adanya pemikiran untuk menghidupkan kembali GBHN, sembari
memformulasi GBHN kekinian yang nantinya merupakan hasil kajian
dalam rangka menjawab kelemahan SPPN tersebut.

Kalau ditilik GBHN masa lalu, memang masih perlu juga
dilakukan pembenahan. Seperti yang dikemukakan oleh Guru Besar
Fakultas Hukum UGM, Prof. DR. Sudjito, hahwa GBHN masa lalu
merupakan bagian dari produk politik hukum. Namun, GBHN secara
politis difungsikan sebagai sarana kontrol sosial pemerintah. Namun
kedepan, ingin diterapkan kembali GBHN diarahkan tidak sekedar
menunjang pembangunan nasional namun juga perbaikan kehidupan
berbangsa.

Dirasakan perlunya mengembalikan GBHN ini, karena GBHN
dalam fungsinya sebagai visi misi bangsa Indonesia berguna untuk
menentukan arah pembangunan nasional. Dengan demikian, semua
pembangunan Indonesia terarah dan terancang jelas di dalam GBHN.
GBHN ini menentukan ideal atau tidaknya SPPN. Seperti yang
disinyalir Nazrudin Aziz (Walikota Cirebon). Ideal tidaknya SPPN
tergantung pada muatan isi BGHN yang dibuat oleh para wakil rakyat
selaku pengemban amanat konstutusi di MPR, DPR, dan DPD.
Keberadaan GBHN sangat penting karena negara ini memerlukan visi
negara bukan visi pribadi atau visi kelompok. (Deden Ferdani,2015).
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PENUTUP

Setelah bergulirnya era reformasi, pembangunan tidak lagi
mengacu pada GBHN. GBHN telah dihilangkan, penyelenggaraan
pembangunan berpedoman pada SPPN selama 20 tahun. Dokumen
perencanaan pembangunan tidak lagi menjadi kewenangan MPR,
melainkan kewenangan bersama antara DPR dan Presiden.

Dengan dihapusnya GBHN tersebut, memunculkan beberapa
sistem perencanaan pembangunan. Sebagaimanan kita ketahui bahwa
saat ini, ada empat sistem perencanaan pembangunan yang berlaku di
Indonesia, yakni perencanaan di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi
dan nasional. Namun keempat tingkat perencanaan ini tidak saling
bersinggungan, karena adanya benturan logika proses pemerintahan.
Ditmgkat masional, pemerintah pusat ingin rencananya dijadikan
acuan pemerintah daerah, sebaliknya pemerintah daerah atas nama
aspirasi rakyat merasa mendapat izin menutup mata terhadap agenda
nasional.

Kemudian ke-empat sisem tersebut ternyata belum mampu
menjawab kebutuhan pembangunan, bahkan yang ada sering terjadi
ego sentris, kepala daerah ditingkat Kabupaten/Kota terkadang enggan
berkoordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat Provinsi, mungkin
karena antar tingkat perencanaan tersebut dirasakan mereka tidak
saling bersinggungan tersebut. Padahal pembangunan dalam suatu
daerah (Kabupaten/Kota) membutuhkan dan harus bersinerji/
bersinggungan dengan daerah lain (Provinsi) dan seterusnya.

Untuk itu, maka sebaiknya kita perlu menghidupkan kembali
perencanaan pembangunan model GBHN yang telah berjalan sampai
berakhirnya masa orde baru tersebut, hanya yang perlu adalah
melakukan penyempurnaan-penyempurnaan agar GBHN yang akan
disusun dan yang akan diterapkan nanti bernar-benar dapat menjawab
kebutuhan pembangunan dan dapat mensinerjikan kebutuhn
pembangunan antara pusat dan daerah.
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DILEMATIKA PEMBERLAKUAN KEMBALI GBHN

Oleh: Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.H.}

Abstrak

Pro dan kontra diberlakukannya kembali GBHN, memunculkan
dilematika dengan alasan dan pandangannya masing-masing. format
sistem perencanan pembangunan nasional mana yang lebih baik jika
diterapkan oleh Indonesia saat ini dan nanti, apakah GBHN yang
merupakan produk MPR ataukah SPPN yang disusun oleh Presiden.
Pandangan yang pro terhadap pemberlakuan kembali GBHN
mendasari alasannya bahwa GBHN merupakan perwujudan
kedaulatan yang konkret ditinjau dari proses pembentukannya. Selain
itu, GBHN juga dinilai sebagai manifestasi konkret dari penguatan
sistem checks and balances yang ingin dikedepankan Indonesia.
Sedangkan pandangan vyang kontra melihat bahwa dengan
diberlakukannya GBHN justru akan menodai sistem presidensil, selain
itu GBHN yang dibuat secara top down tidak lagi sesuai dengan
konteks saat ini yang menjunjung tinggi semangat otonomi daerah.

Kata kunci: GBHN, SPPN, MPR, Presiden

PENDAHULUAN

Salah satu perubahan sistem politik Indonesia yang berlangsung
pasca-reformasi adalah perubahan sistem kelembagaan Negara dari
sistem MPR sebagai lembaga tertinggi negara,berwenang menentukan
arah pembangunan bangsa melalui GBHN (Garis-garis Besar Haluan
Negara) menjadi MPR sebagai lembaga tinggi negara, sejajar dengan
lembaga Eksekutif, Legislatif danYudikatif. MPR sebagai lembaga
permusyawaratan, tempat bertemu dua lembaga legislatif DPR RI dan

! Dosen Tetap Pascasarjana Magister llmu Hukum UM Palembang, Alumni Program Studi
Doktor llImu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
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DPD RI, memiliki dua wewenang. Pertama, wewenang terhadap UUD
(mengubah dan menetapkan UUD). Kedua, wewenang terhadap
Presiden (melantik dan memberhentikan Presiden). Sementara
wewenang MPR untuk menentukan arah pembangunan nasional
dihapus. Dibanyak kesempatan MPR melakukan sosialisasi hasil
perubahan UUD 1945, timbul pertanyaan berkaitan dengan tidak
adanya GBHN dan keinginan untuk menggagas kembali GBHN.?
Muncul pro dan kontra diberlakukannya kembali GBHN. Masyarakat
yang tidak setuju diberlakukannya kembali GBHN berpendapat bahwa
lebih penting untuk mengkaji lagi keberadaan Pasal 33 ayat 4 UUD
yang menyebutkan "perekonomian nasional diselenggarakan berdasar
atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian
serta dengan menjadi keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional" ketimbang ide mengkaji lagi masuknya GBHN dalam
konstitusi. "Daripada memasukkan GBHN ke dalam konstitusi, lebih
baik memperbaiki Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
dalam level Undang-Undang (UU), bukan level konstitusi,” kata
Sekretaris  Fraksi Partai Gerindra (FGerindra) di  Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Einino M Husein Mohi.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) di MPR, TB
Soemandjaja mengatakan, harus diakui realitas politik dalam konteks
Kepresidenan, Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbeda partai
politik juga visi dan misi yang berbeda. Sehingga, pelaksanaan
program kebijakan pemerintah pusat berpeluang terkendala oleh
dominasi otonomi. Kelompok masyarakat yang setuju dihidupkannya
kembali GBHN menyatakan, bagaimanapun penghidupan kembali
GBHN sangat penting agar arah pembangunan ekonomi bangsa lebih
terarah. Logikanya sangat kuat, karena landasan pembangunan saat ini
dirasakan tidak efektif dan kurang menyeluruh.

Pertama, UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang belum mengakomodir sebuah pedoman
pembangunan dan menyulitkan program pemerintah untuk berjalan

2 Mardety Mardinsyah, Tena%a Ahli Anggota DPR RI dalam “Kembali ke Sistem GBHN?”
Kompas, 29 Desember 2009 dalam tulisan Taufik AR “Menakar Gagasan Reformulasi Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN, 2016
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secara berkelanjutan. Haluan negara akan dapat mengatur soal rencana
pembangunan dengan keteraturan jangka waktu yang tepat.

Kedua, Indonesia perlu memberlakukan kembali konsep GBHN
guna memperbaiki kualitas bernegara. Sebab, tidak adil kalau
digantikan konsep Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
yang dibuat, dikontrol dan dinilai oleh pemerintah sendiri. Dalam
rangka menerapkan kembali GBHN tentu ada banyak pilihan jalan
yang bisa ditempuh. Menghidupkan kembali GBHN ini sesuatu yang
positif karena memang harus ada rumusan yang bisa dijadikan acuan
bersama untuk satu persepsi ke mana bangsa ini menuju.

Ketiga, catur sukses pembangunan nasional yang diharapkan
akan tercapai pada 2045 mendatang, salah satunya didukung dengan
GHBN. Rangkaian pencapaian kesejahteraan dibagi dalam tiga
dekade, yakni 2015-2025, 2025-2035 dan 2035-2045 dengan satu
capaian yang sifatnya kuantitatif maupun capaian-capaian kualitatif.
Karena kita tak punya lagi GBHN, akibatnya adalah pembangunan ini
disesuaikan dengan visi misi presiden terpilih.?

PERMASALAHAN

Format perencanan pembangunan mana yang lebih baik jika
diterapkan oleh Indonesia saat ini dan nanti, apakah GBHN ataukah
SPPN. Jika jawabannya adalah GBHN yang lebih baik ketimbang
SPPN maka secara otomatis pemberlakuan kembali GBHN
merupakan suatu keharusan untuk kebaikan negara Indonesia
kedepannya, akan tetapi jika jawabannya GBHN tidak lebih baik
daripada SPPN yang berlaku saat ini maka keinginan untuk
memberlakukan kembali GBHN sejatinya harus dibuang jauh-jauh
karena tidak sesuai dengan konteks relevansi saat ini.

% Dian Marta Wijayanti, GBHN dan Kedaulatan Ekonomi, Suara Karya, 17 Desember 2013,
Peneliti Economics Education di Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang
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PEMBAHASAN

Isu GBHN ini seharusnya diwapadai karena memiliki implikasi
politik yang tinggi. Jika GBHN akan dihidupkan kembali tentu saja
MPR dinilai tepat untuk merumuskan GBHN. Persoalannya adalah
kedudukan dan status MPR tidak lagi sebagai lembaga tinggi negara
dan tidak lagi berwenang soal perumusan GBHN. Menurut Prof.lsaac,
“Sah-sah saja kembali kepada GBHN, namun yang pertama kali harus
dilakukan adalah amandemen UUD 1945.*

Menghadirkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang
kini digagas MPR tidak akan menguntungkan dalam pemerintahan
presidensial, karena akan dijadikan alat untuk meminta
pertanggungjawaban presiden. Ini akan mengacaukan sistem hukum
kita yang menganut sistem presidensial. “’Yang penting adalah
bagaimana MPR diberi kewenangan untuk menetapkan haluan
pemerintahan yang diwujudkan Tap MPR. Kita memerlukan produk
hukum MPR yang menetapkan misi presiden terpilih sebagai milik
bersama komponen bangsa, sebagai wujud daulat rakyat yang menjadi
pedoman pusat hingga ke daerah dalam konteks negara kesatuan.’
Lebih lanjut dikatakannya, mungkin bukan GBHN yang hendak kita
kembalikan, melainkan haluan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
eksekutif di daerah-daerah. Haluan pemerintah merupakan pedoman
yang harus disertai sanksi. Karena kita menganut sistem presidensial
maka presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Dengan
adanya haluan pemerintahan yang merupakan misi presiden dan tidak
ada alasan bagi daerah-daerah tidak menyesuaikan visinya dengan
pusat . Sebab sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
adalah pusatnya daerah dan daerah adalah pusatnya pemerintahan.

Sejak pemilu 2004, GBHN tidak lagi diberlakukan, dan sejak
itu pula agenda pembangunan nasional didasarkan pada visi dan misi

* akademisi Unsrat, Dalam Diskusi dengan Badan Pengkajian MPR Kelompok V MPR RI
bekerjasama dengan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), di Kota Manado, Sulawesi Utara,
Sabtu 5 Maret 2016 menggelar sosialisasi Empat Pilar MPR dengan metode focus grup
discussion (FGD).

% Abdul Razak dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Reformulasi Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dengan Model GBHN yang dilaksanakan Biro Pengkajian MPR dengan
Pusat Kajian Konstitusi Unhas di Hotel Clarion, Rabu 16 April 2016
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presiden dan wakil presiden terpilih yang dijabarkan menjadi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Namun demikian, dalam
realitasnya, proses reformasi yang telah berjalan lebih dari satu
dasawarsa tidak kunjung melahirkan kesejahteraan rakyat. Kendatipun
tetap menampakkan adanya kemajuan, tetapi situasi menunjukkan
adanya disorientasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.®
Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara sistem pembangunan
GBHN dan SPPN yang perlu diulas lebih awal sebelum masuk
kedalam tataran argumentasi yang lebih dalam dan kompleks.

Pertama dari sisi sejarahnya, GBHN pertama kali diberlakukan
melalui Penetapan Presiden No.1 Tahun 1960 yang melegitimasi
konsepsi mengenai Manipol Usdek sebagai arahan pembangunan
nasional Indonesia kedepan.” Sedangkan adanya SPPN di Indonesia
ditujukan untuk mengganti keberadaan GBHN sebagai arah
perencanaan pembangunan nasional yang sudah tidak dibuat lagi, hal
itu termuat dalam konsiderans butir A Undang-Undang No.17 Tahun
2007 sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Kedua dari segi definisi dan konsep, GBHN adalah haluan
negara tentang arah dan tujuan pembangunan nasional yang menjadi
pedoman untuk Presiden dalam menjalanan roda pemerintahan serta
berisi tentang pernyataan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh MPR
setiap lima tahun sekali dalam rangka mencapai tujuan negara®,
Sedangkan SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana ditingkat Pusat
dan Daerah yang dituangkan melalui RPJP, RPJM dan RKP®.

Ketiga dari lembaga yang membentuk dan produk
pembentukannya, GBHN dibuat oleh MPR sebagai lembaga tertinggi

® Indriyani Ma’rifah, Garis-Garis Besar Haluan Negara (Gbhn) Sebagai Visi Bangsa, diakses
tanggal 13 Juni 2016

"Alex Dinuth, Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis, Jakarta : Intermasa, 1997,
h.137.

8Muhammad Hasbi Arbi, “UUD-1945 dan GBHN Sebagai Kendali Yuridis Dalam Pembangunan
Nasional” Variasi : Vol. 4 No0.12, Juni-Juli 2013, h.3.

° Alfitra Salamm, Prospek dan Tantangan Implementasi Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional, 2005-2025, Jakarta : Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi
Sekretariat Jendral DPR RI, 2007, h.35.

Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 41



negara dan produk pembentukannya melalui TAP MPR, sedangkan
SPPN dibuat oleh Presiden selaku kepala pemerintahan dan produk
pembentukannya melalui suatu undang-undang yaitu Undang-Undang
No. 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2007".

Problematika perencanaan pembangunan nasional yang kerap
dirasakan akhir-akhir ini membuat wacana keinginan untuk
menggunakan GBHN, kembali disuarakan publik, sebab perencanaan
pembangunan memegang peranan yang sangat penting dalam
pelaksanaaan pembangunan saat ini dan kelanjutannya dimasa datang.
Permasalahannya saat ini terdapat dua opsi format mengenai arah
perencanaan pembangunan nasional yang memiliki kelebihan dan
kekurangannya masing-masing Yyakni Garis-Garis Besar Haluan
Negara dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional "

Pandangan yang pro terhadap pemberlakuan kembali GBHN
mendasari alasannya bahwa GBHN merupaka perwujudan kedaulatan
yang konkret ditinjau dari proses pembentukannya, yang dilakukan
oleh MPR selaku lembaga negara yang identik dengan kedaulatan
rakyat karena didalamnya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD
yang memiliki nilai representatif tinggi dari sudut politik dan daerah.
B0leh Kkarena itu GBHN patut untuk diterapkan kembali sebagai
penjewantahan prinsip kedaulatan rakyat yang hakiki dengan
melibatkan peran serta masyarakat yang diasosiasikan melalui MPR,
bukan dengan oleh Presiden semata melalui SPPN nya. Selain itu,
GBHN juga dinilai sebagai manifestasi konkret dari penguatan sistem
checks and balances yang ingin dikedepankan di Indonesia. Hal
tersebut dikarenakan pada dasarnya GBHN bukan semata-mata
berfungsi sebagai arah pembangunan nasional saja, akan tetapi

©Aim  Abdulkarim, Pendidikan Kewarganegaraan : Membangun Warga Negara yang
Demokratis, Jakarta : Grafindo,2007, h.46.

Minto Rahayu, Pendidikan Kewarganegaraan : Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa,
Jakarta : Grasindo, 2007, h.102.

2 patty Regina, Rafli Fadilah Achmad, dkk, karya llmiah judul: pemberlakuan kembali
GBHN,Universitas Indonesia, Depok, 2015

BA M Fatwa, Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta : Kompas, 2009, h.307
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didalamnya terkandung juga mekanisme kontrol kepada Presiden agar
membangun sesuai dengan apa yang telah disepakati.**

Sedangkan pandangan yang kontra melihat bahwa dengan
diberlakukannya GBHN justru akan menodai sistem presidensil yang
justru ingin diperkuat saat ini. Tidak hanya itu, GBHN yang hanya
terdiri dari satu dokumen perencanaan justru membuat daerah terpaksa
tunduk atas perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Pemerintah
Pusat. Hal itu disebabkan karena penyusunan GBHN bersifat
sentralistik dan Top-Down."> GBHN yang dibuat secara top down
tidak lagi sesuai dengan konteks relevansi saat ini yang menjunjung
tinggi semangat otonomi daerah.

PENUTUP

Pandangan yang pro terhadap pemberlakuan kembali GBHN
mendasari alasannya bahwa GBHN merupaka perwujudan kedaulatan
yang konkret ditinjau dari proses pembentukannya. Selain itu, GBHN
juga dinilai sebagai manifestasi konkret dari penguatan sistem checks
and balances yang ingin dikedepankan Indonesia. Sedangkan
pandangan yang kontra melihat bahwa dengan diberlakukannya
GBHN justru akan menodai sistem presidensil, selain itu GBHN yang
dibuat secara top down tidak lagi sesuai dengan konteks saat ini yang
menjunjung tinggi semangat otonomi daerah.

¥Gurisiani, Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Sosial, Bandar Lampung : Gunung
Pesagi, 1996, h.66.

5 Emil Salim, Revolusi Berhenti Hari Minggu : 70 Tahun Emil Salim, Jakarta : Kompas, 2000,
h.297

Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 43



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Razak dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang
Reformulasi  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dengan Model GBHN yang dilaksanakan Biro Pengkajian MPR
dengan Pusat Kajian Konstitusi Unhas di Hotel Clarion, Rabu
16 April 2016

Aim Abdulkarim, Pendidikan Kewarganegaraan : Membangun
Warga Negara yang Demokratis, Jakarta : Grafindo,2007, h.46.

Alfitra Salamm, Prospek dan Tantangan Implementasi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional, 2005-2025, Jakarta :
Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat
Jendral DPR RI, 2007, h.35.

Alex Dinuth, Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis,
Jakarta : Intermasa, 1997, h.137.

A.M Fatwa, Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta :
Kompas, 2009, h.307

Alex Dinuth, Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis,
Jakarta : Intermasa, 1997, h.137.

Dian Marta Wijayanti, GBHN dan Kedaulatan Ekonomi, Suara
Karya,17 Desember 2013,Peneliti Economics Education di
Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang

Emil Salim, Revolusi Berhenti Hari Minggu : 70 Tahun Emil Salim,
Jakarta : Kompas, 2000, h.297

Gurisiani, Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Sosial,
Bandar Lampung : Gunung Pesagi, 1996, h.66.

Indriyani Ma’rifah, Garis-Garis Besar Haluan Negara (Gbhn)
Sebagai Visi Bangsa, diakses tanggal 13 Juni 2016

Issac, akademisi Unsrat, Dalam Diskusi dengan Badan Pengkajian
MPR Kelompok V MPR RI bekerjasama dengan Universitas
Sam Ratulangi (Unsrat), di Kota Manado, Sulawesi Utara,

44 Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Sabtu 5 Maret 2016 menggelar sosialisasi Empat Pilar MPR
dengan metode focus grup discussion (FGD).

Muhammad Hasbi Arbi, “UUD-1945 dan GBHN Sebagai Kendali
Yuridis Dalam Pembangunan Nasional” Variasi : Vol. 4 No.12,
Juni-Juli 2013, h.3.

Mardety Mardinsyah, Tenaga Ahli Anggota DPR RI dalam “Kembali
ke Sistem GBHN?” Kompas, 29 Desember 2009 dalam tulisan
Taufik AR “Menakar Gagasan Reformulasi Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional Model GBHN, 2016

Minto Rahayu, Pendidikan Kewarganegaraan : Perjuangan
Menghidupi Jati Diri Bangsa, Jakarta : Grasindo, 2007, h.102.

Patty Regina, Rafli Fadilah Achmad, dkk, karya limiah judul:
Pemberlakuan kembali GBHN,Universitas Indonesia, Depok,
2015

Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 45



PERGESERAN PARADIGMA SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL*

Oleh : Dr. H. Erli Salia, SH. MH.?

Abstrak

Setelah Amendemen UUD 1945 terjadi pergeseran paradigma dalam
sistem pembangunan nasional, yang semula menganut model GBHN
menjadi Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJMN). Pada era berlakunya GBHN sistem perencanaan
Pembangunan Nasional disusun secara sentralistik atau Top-Down dan
ditetapkan degan Ketetapan MPR sehingga memiliki landasan yang
kuat dan terjamin konsistensinya. Namun setelah reformasi dengan
perubahan terhadap konstitusi Negara yaitu UUD 1945, maka terjadi
perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan dimana adanya
lembanga Negara baru yaitu Mahkamah Konstitusi yang salah satu
kewenangannya melakukan judicial review UU terhadap UUD, selain
itu juga meniadakan kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN.
Dalam sistem RPIMN kurang menjamin konsistensi dan keberlanjutan
perencanaan pembangunan, karena kadang-kadang Pemerintah
maupun Kepala Daerah sering menonjolkan ego sektoral berdasarkan
visi misi pada saat pencalonan sebagai Presiden maupun Kepala
Daerah.

Kata Kunci: Paradigma, Perencanaan, Pembangunan Nasional.

! Disampaikan Dalam Focus Group Discussion Kerjasama MPR. RI dengan FH. Universitas
Muhammadiyah Palembang. Palembang 16 Juni 2016.
2 Dosen Prog.Studi Magister lImu Hukum PPs. Universitas Muhammadiyah Palembang.
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PENDAHULUAN

Setelah reformasi terjadi pergeseran paradigma dalam sistem
perencanaan Pembangunan Nasional. Hal tersebut ditandai dengan
dilakukannya amendemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah berlakunya amendemen
Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terjadi
perubahan besar dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,
dimana terdapat penataan lembaga-lembaga Negara termasuk
kewenangan yang dimilikinya.

Salah satu lembaga Negara yang mengalami perubahan
tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang
sebelum amendemen kedudukan MPR adalah sebagai Lembaga
Tertinggi Negara yang memiliki kewenangan “Menetapkan Undang-
Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan Negara”. (Pasal 3
UUD NRI 1945). Namun setelah amendemen UUD NRI 1945
kewenangan MPR untuk membuat dan menetapkan GBHN berakhir,
sehingga seluruh TAP MPR yang menyangkut GBHN tidak berlaku
lagi.

Perubahan tersebut terjadi pada perubahan ketiga Undang-
Undang Dasar 1945 antara lain mengenai Kelembagaan Negara dan
Hubungan antar lembaga negara’. Yang mana MPR berwenang
mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, Melantik Presiden
dan wakil Presiden dan MPR hanya dapat memberhentikann Presiden
dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatnnya menurut Undang-
Undang dasar. (Pasal 3 UUD. 1945), dengan demikian kewenangan
MPR untuk menetapkan garis-garis besar daripada haluan Negara
berakhir.

Sebagaimana diketahui dengan tidak adanya GBHN setelah
perubahan Undang-Undang dasar 1945, maka agenda pembangunan
nasional didasarkan pada visi misi calon presiden terpilih yang
kemudian dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Menengah Nasional (RPJMN). Secara yuridis hal tersebut mengacu

3.Jimly Assiddigie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Sekjen dan Kepaniteraan MK,
2008, him. 12.
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pada Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Lalu kemudian ditetapkan
Undang-Undang Rl Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025.

Banyak permasalahahn yang timbul setelah tidak ada lagi
GBHN dan sejak diterapkannya sistem perencanaan pembangunan
nasional yang menganut model Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembanguna Jangka Panjang
Menengah Nasional (RPJIMN) serta Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). Permasalahan tersebut antara lain
misalnya : Ketidak sinkronan, ketidak tersambungan dan sinergitas
antara pemerintah (Pusat) dengan para kepala Daerah Provinsi,
Bupati/wali kota maupun antara Gubernur dengan para Bupati
wali/kota dalam pelaksanaan pembangunan.

MODEL PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pengertian Perencanaan bermakna sangat kompleks apalagi
dikaitkan dengan istilah Pembangunan. Sebagian para pakar
mengatakan bahwa menyusun suatu perencanaan merupakan suatu
pekerjaan besar dan rumit, sementara di pihak lain menganggap
menyusun perencanaan adalah suatu kegiatan yang sia-sia. Namun
banyak diantara para pakar menganggap bahwa menyusun suatu
perencanaan merupakan suatu kegiatan yang akan dapat dilaksanakan
lebih baik daripada tanpa perencanaan sama sekali.

Y. Dror, mengatakan perencanaan adalah sebagai suatu proses
penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu
akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu’.
Memaknai definisi tersebut berarti perencanaan mempunyai unsur ;
(). berhubungan dengan masa depan; (b) menyusun seperangkat
kegiatan secara sistematis; dan (c) dirancang untuk mencapai tujuan
tertentu. Perencanaan sering disusun karena situasi tertentu untuk
memecahkan suatu masalah tertentu pada waktu yang tertentu pula.

* Y. Dror, The Planning Process, dalam International Review of Administrative Sciences, Vol.
29. No. 1 him, 50.
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Secara historis perencanaan pembangunan di Indonesia dimulai
adanya Plan Mengatur Ekonomi Indonesia (1947). Presiden Republik
Indonesia melalui Perpres Nomor 3 Tahun 1947, membentuk suatu
panitia ahli yang diberi nama panitia pemikir siasat Ekonomi yang
diketuai oleh wakil Presiden Muhammad Hatta, telah berhasil
menelurkan suatu dokumen perencanaan yang disebut “Dasar Pokok
Plan Mengatur Ekonomi Indonesia™ Hal ini merupakan awal dari
serangkaian perencanaan jangka panjang dan jangka pendek dalam
sejarah perencanaan pembangunan di Indonesia.

Adapun program-program Yyang direncanakan dalam Plan
Mengatur Ekonomi Indonesia tersebut bertujuan uantuk meningkatkan
kemakmuran masyarakat yang merata®. Melalui (a) mengintensifkan
usaha produksi; (b) memajukan perdagangan Internasional; (c)
meningkatkan standar hidup masyarakat; dan (d) meningkatkan
kecerdasan bangsa.

Kemudian Rencana Kasimo (1948-1950), menurut rencana
Kasimo, swasembada pangan dilakukan baik melalui usaha
intensifikasi dengan menggunakan bibit unggul maupun usaha
ekstensifikasi di daerah-daerah yang masih bantyak terdapat “lahan
tidur”.’

Rencana Urgensi Perkembangan Industri dan Industri Kecil
(1951-1952). Yang dicanangkan oleh Soemitro Djojo Hadikusumo,.
Konsep dasar rencana ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut® :
(a) memperbaiki dan memperluasbalai-balai penelitian dan pendidikan
untuk mempercepat perkembangan industry; (b)m menambah
pinjaman kepada usaha kerajian rumah tangga dan industri kecil untuk
memperkuat kedudukan ekonomi dan meningkatkan mekanisme
perusahaan; (c) mendirikan induk-induk perusahaan di pusat-pusat
industri di daerah agrarian.

® Sekretariat Negara Republik Indonesia, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha

Persiapan Kemerrdekaan Indonesia, Jakarta, 1992, him. 56

® Sri Edi Swasono dan Fauzie Ridjal (peny)., Mo. Hatta, Demokrasi Kita Bebas Aktif dan
Ekonomi Masa Depan, Ul Press, Jakarta, him, 241

" Tim Wartawan Kompas, 1J Jasimo, Hidup dan Perjuangannya, PT. Gramedia, Jakarta,1980,
hlm, 58

& Soemitro Djojohadikusumo, Pelaksdanaan Rencana Perindustrian Pemerintah, LPEM, FE. UlI,
Jakarta, him. 4
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Rencana Pembangunan Lima Tahun (1956 — 1960). Melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahu8n 1952, dibentuk Dewan
Perancang Negara. Dewan ini mempunyai suatu badan penyelenggara
yang bernama Biro Perancang Negara. Biro ini berhasil menyusun dan
mencanangkan rencana pembangunan jangka menengah pertama yang
disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) 1956-1960.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini mencakup aspek
yang lebih luas daripada rencana pembangunan sebelumnya. Rencana
Pembangunan Lima Tahun dilihat dari metode perencanaan, disusun
secara lebih jelas dan sistematis, namun permasalahan yang dihadapi
rencana pembanguan ini adalah masalah pembiyaan®.

Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta
Berencana Tahapan Pertama (1961-1969). Dengan Undang-Undang
Nomor 80 Tahun 1958, dibentuklah Dewan Perencanaan Nasional
(Depernas) yang pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 1959. Rencana Pembangunan yang disusun oleh
Dewan Perancang Nasional adalah bersifat menyeluruh. Sementara
tugas Dewan Perancang nasional adalan mempersiapkan rancangan
Undang-Undang Pembangunan Nasional yang berencana dan menilai
penyelenggaraan Pembangunan.

Tujuan pembangunan semesta berencana adalah untuk
menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
pancasila’®. Berdasarkan tujuan ini Depernas berusaha mengatasi
faktor-faktor penghambat yang merugikan pembanguan dan merintis
jalan untuk melancarkan pembangunan di segala bidang kehidupan.

Pembangunan Jangka Panjang Tahap |. Usaha-usaha
rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi pada tahun 1966-1968
menampakkan hasil terutama dalam pengendalian inflasi. Sehingga
situasi ini mendorong untuk dirintisnya perencanaan-perencanaan
yang lebih terkoordinasi dan teratur. Sejak saat itu dimulai
penyusunan Repelita I, I1I. 11l. 1V dan V. Rencana-rencana tersebut

® Biro Perancang Negara, Garis-Garis Besar Rencana Pembangunanm Lima Tahun 1956-1960,
Bappenas, Jakarta, him 18.

1 Dewan Perancang Nasional, Dasar-Dasar Asasi Pembangunan semesta Berencana dengan
Berpokok Pada Amanat Presiden 1959, Bappenas, Jakarta him, 4.
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merupakan penjabaran politik dalam GBHN. Repelita-Repelita
tersebut dijabarkan lagi dalam perencanaan tahunan (APBN) yang
dimulai setiap awal tahun anggaran.

Repelita I, ditetapkan melalui Keppres Nomor 319 Tahun 1968,
dengan tujuan menaikkan taraf kehidupan rakyat dan meletakkan
dasar-dasar yang kuat bagi pembangunan Nasional tahap-tahap
berikutnya.

Repelita 11, ditetapkan melalui Keppres Nomor 11 Tahun 1974,
yang merupakan kelanjutan dari Repelita I. Dalam Repelita 11 sasaran
yang hendak dicapai adalah tersedianya pangan dan sandang yang
serba cukup dengan mutu yang bertambah baik dan terbeli oleh
masyarakat umumnya, tersedianya bahan-bahan perumahan dan
fasilitas lain yang diperlukan terutama kepentingan rakyat. Keadaan
prasarana yang makin meluas dan merata, meluasnya kesempatan
kerja. Demikian juga Pembangunan di Daerah semakin ditingkatkan
dengan berbagai program.

Repelita 111, melalui Keppres Nomor 7 Tahun 1979, Pemerataan
Pembangunan dan pembagian hasilnya sebagai unsur pertama Trilogi
Pembangunan. Asas pemerataan menuju keadialan siosial dituangkan
dalam 8 jalur pemerataan. Seperti Repelita | dan Il, Repelita 11l juga
bersifat indikatif, artinya memberikan arah umum yang hendak
ditempuh selama lima tahun.

Repelita iV, melalui Keppres Nomor 21 Tahun 1984, pada
dasarnya tidak jauh berbeda dengan Repelita-Repelita sebelumnya
yaitu mengacu pada Trilogi Pembangunan (Pertumbuhan, Pemerataan
dan Kesetabilan). Repelita IV juga merupakan kelanjutan keberhasilan
dari Repelita-Repelita sebelumnya.

Repelita V, ditetapkan melalui Keppres Nomor 13 Tahun 1989,
Repelita ke V ini merupakan Repelita terakhir dalam Pembangunan
Jangka Panjang Tahap |. pada Repelita V ini pembangunan mulai
mantap mengingat kondisi ekonomi yang sudah semakin stabil. Hasil-
hasil dari Repelita 1V tetap dijadikan dasar pelaksanaan Repelita V,
hubungan perencanaan daerah dan sektoral lebih sempurna. Dalam
Repelita V ini unsur pemerataan lebih menonjol dengan lebih

Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 51



memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola proyek-
proyek. Repelita V sebagai akhir dari PJP | telah menunjukkan
keberhasilan orde baru dalam melaksanakan rencana-rencana yang
dibuatnya.

GBHN ATAU SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL

Pada masa orde baru, pembangunan Nasional dilaksanakan
berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), akan tetapi
setelah orde reformasi, pembangunan Nasional didasarkan pada
rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka
menengah dan rencana pembangunan tahunan.™

Dilakukannya amendemen terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dampak dari
reformasi terjadi perubahan yang mendasar terhadap instrumen
dokumen perencanaan pembangunan Nasional. Pada dasarnya
Amendemen UUD 1945 tersebut memiliki semangat demokratisasi
yang melahirkan penguatan desentralisasi dan otonomi daerah,
sehingga melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU
Nomor 32 Tahun 2004 dgan UU Nomor 33 Tahun 2004, kemudian
diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 diubah lagi dengan UU
Nomor 9 Tahun 2015. Selain itu lahir pula UU Nomor 23 Tahun 2003
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam aspek perencanaan demokratisasi tersebut telah
mengubah dasar pembangunan Nasional dari Garis-Garis Besar
Haluan Negara (GBHN) menjdi Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional ( SPPN) yang diharapkan dapat menghasilkan rencana
pembangunan sebagai hasil proses pokitik dan penguatan prinsif-

1 Zudan Arif Fakrullah, Arah Politik Hukum Pengembangan Perekonomian Terpadu Dalam Era
Otonomi Daerah, Bahan Ajar PDIH FH. Untag, Surabaya, 2013, him, 50
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prinsif Good Governance berupa transparansi, akuntabilitas, bebas
KKN, dan pelayanan publik yang baik.*

Pada masa orde baru (1968-1998), landasan perencanaan
pembangunan Nasional adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) dalam bentuk Garis-Garis Besar Haluan Negara
(GBHN). GBHN menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan
Nasional bagi Presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk Rencana
Pembangunan Lima Tahunan (Repelita). Proses penyusunan GBHN
bersifat sentralistik dan Top-Down. Lembaga pembuat perencanaan
didominasi oleh Pemerintah pusat dan bersifat ekslusif. Sedangkan
pemerintah Daerah dan masyarakat kurang dilibatkan secara aktif
sehingga mematikan inovasi dan kreatifitas daerah dalam memajukan
dan mensejahterakan masyarakatnya.

Perencanaan partisipatif pada dasarnya telah dikenal juga pada
masa orde baru melalui Pedoman Penyusunan Perencanaan dan
Pengendalian Daerah (P5D) yang dikelola oleh Departemen Dalam
Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
1982. Falsafahnya adalah menjaring aspirasi masyarakat, mulai dari
tingkat desa, kecamatan, untuk kemudian dibawa ke tingkat pusat
melalui serangkaian forum-forum pertemuan dan konsultasi. Namun
sangat sedikit usulan-usulan pembangunan dari tingkat desa yang
dimasukkan dalam agenda pembangunan Provinsi dan Pusat.™

GBHN juga memiliki karakteristik yang dirancang, dirumuskan
dan ditetapkan oleh MPR, sehingga memiliki keunggulan dibanding
jika hanya ditetapkan atau disahkan dalam bentuk Undang-Undang
karena untuk mengubah Ketetapan MPR memerlukan konsensus
politik yang lebih tinggi daripada Undang-Undang sehingga lebih
menjamin konsistensi dan kesinambungan pembangunan siapa pun
Presidennya. Konsistensi berarti diataati oleh seluruh penyelenggara
Negara secara horizontal maupun vertikal dari pusat sampai daerah.
Berkesinambungan artinya diikuti dan ditaati oleh setiap rezim
meskipun berganti-ganti setiap lima tahun.

12 bid
2 Ibid, him 53
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Dalam perspektif siatem pembangunan Nasional model GBHN
memiliki keunggulan tersendiri, namun perlu untuk dikaji secara
mendalam dalam konteks Negara Hukum yang Demokratis, setelah
Amendemen UUD 1945. Berdasarkan Pasal 3 UUD 1945 MPR tidak
memiliki kewenangan lagi dalam menetapka GBHN sehingga jika
GBHN akan dihidupkan kembali maka produk hukum apa yang
menjadi dasarnya. Setelah Amendemen UUD 1945 telah terjadi
perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaarn RI, dimana telah
adanya suatu lembaga yudikatif yang secara khusus berwenang untuk
melakukan judicial review yaitu Mahkamah Konstitusi. Persoalannya
adalah bagaimana jika Ketetapan MPR tentang GBHN sebagai produk
hukum bertentangan dengan UUD 1945 dan/atau ada peraturan
perundang-undangan dibawahnya bertentangan dengan Tap. MPR
tersebut. Karena secara hirarki berdasarkan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011, kedudukanTap. MPR berada diantara UUD dan UU,

Apabila terjadi pertentangan antara Tap. MPR dengan UUD
dan/atau UU dengan Tap MPR tersebut maka Mahkamah Kostitusi
tidak memiliki kewenangan untuk melakukan Hak Uji Materiil,
karena kewenangan Mahkamah Kostitusi secara limitatif ditegaskan
hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar saja.

Pada sisi lain selepas dari masa GBHN dokumen perencanaan
Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Menurut Pasal 2 UU Nomor 25 Tahun 2004, bahwa Undang-Undang
tersebut bertujuan untuk : (1) mendukung koordinasi antar pelaku
pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan
sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi
pemerintah maupun antara pusat dan Daerah; (3) menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi
masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.14

¥ pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.
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Tujuan-tujuan yang termaktub dalam Pasal 2 UU Nomor 25
Tahun 2004 tersebut mencerminkan bagaimana seharusnya sistem
perencanaan Pembanguna nasional menghasilkan rencana publik.™
Namun jika dilihat secara mendalam bahwa kandungan Undang-
Undang tersebut belum mencerminkan dan mengarah kepada apa yang
menjadi tujuan-tujuan dimaksud. Karena dalam Undang-Undang
tersebut tidak banyak terjadi pembaruan-pembaruan yang signifikan
bagi praktik Perencanaan Pembanguna yang telah dijalankan di
Indonesia selama ini. Hal yang menonjol dalam Undfang-Undang
tersebut adalah legitimasi eksistensi Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) yang pada masa berlakunya GBHN
yang tidak begitu diperlukan kehadirannya.

UU Nomor 25 Tahun 2004 sangat menonjolkan perencanaan
sebagai produk (dokumen) baik pada tingkat nasional, daerah maupun
Kementerian/Lembaga. Produk adalah hal yang penting, namun yang
lebih penting adalah kualitas proses dalam mencapai produk
(dokumen) tersebut. Kualitas inilah yang kalu diamati justeru tidak
tersentuh dalam Undang-undang tersebut. Dalam UU tersebut
memang ditegaskan tentang keharusan adanya kelembagaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam
menyusun rencana, namun hanya menyangkut hal-hal permukaan saja
tidak dijelaskan secara rinci. Hal ini mencerminkan adanya gap antara
tujuan UU Nomor 25 tahun 2004 dengan kandungannya, dimana isi
kurang mencerminkan jiwa serta semangatnya. Kondisi tersebut diatas
menggambarkan bahwa masa Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) banyak perencanaan dan kegiatan masyarakat yang
dilakukan sendiri-sendiri.

Di era otonomi daerah banyak kegiatan perencanaan
Pembangunan yang tidak sinkron dan sinergitas antara Pemerintah
(Pusat) dengan Kepala Daerah, karena masing-masing menonjolkan
visi misi pada saat pencalonan sebagai Presiden dan atau Kepala
Daerah baik Gubernur, Bupati maupun Wali Kota. Sehingga

5 Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, Salemba Humanika, Jakarta, 2012, him,41.
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Perencanaan Pembangunan menjadi tidak ada keterkaitan/
ketersambungan maupun keberlanjutan yang seharusnya berada dalam
suatu sistem perencanaan secara komprehensif.

PENUTUP

Secara historis Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
telah banyak Model yang dilakukan mulai Plan Mengatur Ekonomi
Indonesia (1947), Rencana Kasimo (1948-1950), Rencana Urgensi
Perkembangan Industri dan Industri Kecil (1951-1952),Rencana
Pembangunan Lima Tahun (1956-1960),Garis-Garis Besar Pola
Pembangunan Semesta Berencana Tahapan Pertama (1961-1969).
Sampai Pembangunan Jangka Panjangm Tahap 1, yang dimulai
Repelita 111,111,V dan V.

Pelaksanaan sistem GBHN pada era orde baru pada dasarnya
perencanaan pembangunan lebih terarah dan konsisten sehingga ada
keterkaitan dan kesinambungan perencanaan pembanguan yang
dilakukan baik antar Pemerintah (Pusat) dengan Kepala Daera
Provinsi, Kabupaten/Kota maupun antar Gubernur dengan
Bupati/Wali Kota. Namun apabila model GBHN akan di hidupkan
kembali maka akan timbul problem secara hukum karena menyangkut
produk hukum sebagai landasan berlakunya GBHN tersebut.

Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan sekarang dengan
model Sistem Perencanaan pembangunan Nasional Jangka Panjang,
Jangka Menengah maupun Tahunan, yang didasarkan pada Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang Nomor 17 Tahun 2007,
belum menjamin kesinambungan dan sinergitas antar pelaku
pembangunan dalam menyusun Perencanaan Pembangunan. Sehingga
dapat menimbulkan gap antara Pusat dengan daerah maupun antar
Daerah, karena masing-masing kadang-kadang lebih menonjolkagn
ego sektoral berdasarkan visi misi pada saat pencalonan sebagai
Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
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REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

Oleh : Fatimah

PENDAHULUAN

Era reformasi yang bermula dari lengsernya Presiden Soeharto
setelah 32 tahun memimpin Indonesia dan beralih ke Presiden B.J.
Habibie dan seterusnya hingga ke Presiden Joko Widodo (Jokowi),
lebih dikenal sebagai masa demokrasi yang tidak mempunyai haluan
negara.

Selama kepemimpinan Presiden Soeharto yang dinamai sebagai
masa Orde Baru (Orba), perjalanan pembangunan di Indonesia
dipandu dokumen Garis-Garis Besar Haluan Negara yang
diberlakukan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
(Tap MPR). Sejak 1 April 1969 hingga 21 Mei 1998, tidak kurang dari
enam Tap MPR tentang GBHN.

Enam Tap MPR tersebut, vyaitu: (i) Tap MPR No.
IVIMPR/1973; (ii) Tap MPR No. II/MPR/ 1978; (iii) Tap MPR No.
IV/MPR/1983; (iv) Tap MPR No. II/MPR/1988; (v) Tap MPR No.
II/MPR/1993; dan terakhir (vi) Tap MPR No. [I/MPR/1998. Untuk
konteks pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dokumen
GBHN ini diterjemahkan ke dalam dokumen Pola Dasar
Pembangunan Daerah (Poldasbhangda).

Dengan naiknya Presiden B.J. Habibie yang menggantikan
Presiden Soeharto pada 22 Mei 1998, yang kemudian diikuti dengan
pelaksanaan Sidang Istimewa MPR pada November 1998, dicabutlah
Tap MPR No. 1I/MPR/1998 tentang GBHN; dan menggantikannya
dengan Tap MPR No.X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi
Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi
Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Dokumen ini dijadikan
panduan bangsa Indonesia untuk cepat keluar dari krisis ekonomi

58 Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



yang terjadi sejak Juli 1997. Dokumen GBHN terakhir yang berlaku
di Indonesia disahkan dengan Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang
GBHN 1999-2004, yang merupakan produk hukum dari para wakil
rakyat hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 1999.

Dengan munculnya UU No. 25/2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan sekaligus sebagai
dampak dari empat kali amandemen UUD 1945, dokumen dan kata-
kata GBHN tidak dipergunakan dan tidak diberlakukan lagi di
Indonesia. Saat ini, dokumen yang menggantikan GBHN adalah
dokumen Rencana Pembanganan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
2005-2025 yang ditetapkan dengan UU No. 17/2007.

Dokumen ini kemudian diturunkan ke dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan dokumen rencana
pembangunan tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah
(RKP). Dokumen ini yang menjadi dasar penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tidak berlakunya GBHN di samping disebabkan trauma
kolektif (naisonal) terhadap hal-hal yang berbau pemerintahan Orba
Baru pada saat itu, yang lebih prinsip disebabkan terjadinya
amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali. Amandemen Pertama
disahkan pada 19 Oktober 1999. Amandemen Kedua disahkan pada
18 Agustus 2000. Amandemen Ketiga disahkan pada 10 November
2001. Dan, Amandemen Keempat disahkan pada 10 Agustus 2002.
Dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 yang semula berbunyi "MPR
berwenang menetapkan UUD dan garis-garis besar dari pada haluan
negara” diubah menjadi "MPR berwenang mengubah dan menetapkan
UUD”. Sebagai konsekuensinya, pola dan arah pembangunan di
Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada kepala negara/kepala
pemerintahan yang memimpim bangsa ini, baik di tingkat pusat
(presiden) hingga ke tingkat daerah (gubernur/wali kota/bupati).

Urain di atas menggambarkan kondisi yang saat ini terjadi di
Indonesia, pertanyaannya apakah Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional akan diganti dengan GBHN?
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PEMBAHASAN

Dalam tataran konsep, begitu banyak dokumen yang berisikan
mimpi-mimpi indah bangsa Indonesia pada kurun waktu 10 tahun-20
tahun mendatang. Jika uraian dan implementasi visi misi ini
terlaksana, niscaya Indonesia tidak akan lagi dipandang sebelah mata
oleh pemimpin dan penduduk bangsa lain.

Indonesia akan maju dan disegani karena kekuatan ekonomi,
kekayaan bangsa yang diolah oleh tangan-tangan penduduk Indonesia
sendiri, dan sekaligus tidak dihadapkan pada masalah kemiskinan dan
ketimpangan distribusi pendapatan yang menjadi masalah besar pada
saat ini. Jika diurutkan, beberapa visi misi untuk menuju Indonesia
yang lebih baik pada masa mendatang bisa ditemukan dalam: (i)
Pembukaan UUD 1945, khususnya pada alenia ke-2 (visi abadi) dan
ke-4 (misi abadi), (ii) Tap MPR No. VII/MPR/2001, tanggal 9
November 2001, tentang Visi Indonesia Masa Depan (visi Indonesia
2020). Selain itu, (iii) UU No. 17/2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, (iv)
Peraturan Presiden No. 32/2011 tentang Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, dan
(v) Yayasan Indonesia Forum (2007) tentang Visi Indonesia 2030.

Para pemimpin yang saat ini menakhodai biduk pemerintahan,
baik di tingkat pusat (presiden) maupun di tingkat daerah
(gubernur/wali kota/bupati) sebaiknya membaca, mencermati, dan
sekaligus mempunyai keinginan yang kuat untuk mewujudkan mimpi-
mimpi indah yang tertuang dalam dokumen tersebut.

Dari sekian banyak dokumen tersebut, sekarang muncul
perdebatan tentang perlu dihidupkannya kembali GBHN dimana hal
ini dipicu dari kekecewaan banyak pihak terkait proses pembangunan,
pola dan arah pembangunan di Indonesia diserahkan sepenuhnya
kepada kepala negara/kepala pemerintahan yang memimpim bangsa
ini, baik di tingkat pusat (presiden) hingga ke tingkat daerah
(gubernur/wali  kota/bupati).  Sebagai  akibatnya, hierarki
kepemimpinan dari pemerintah pusat ke daerah menjadi tidak efektif.

Ketidak efektifan ini kentara manakala partai politik pengusung
presiden yang menang berbeda dengan partai politik pengusung
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kepala daerah yang menang di tingkat provinsi/kota/kabupaten. Dalam
kondisi seperti ini, masyarakat akan lebih banyak dikorbankan karena
formulasi kebijakan untuk memajukan pembangunan menjadi tidak
lagi tunduk kepada presiden selaku kepala negara/pemerintahan, tetapi
lebih cenderung mengikuti dan mematuhi kemauan pemimpin partai
politik masing-masing.

Didalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintaah
Daerah  memerlukan perencanaan yang akurat serta
diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan
yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya
pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan
data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data
sampai tingkat Kabupaten/ Kota. Data dan indikator-indikator
pembangunan vyang diperlukan adalah yang sesuai dengan
perencanaan yang telah ditetapkan.  Struktur perencanaan
pembangunan di Indonesia berdasarkan hirarki dimensi waktunya
berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibagi
menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan
jangka pendek (tahunan), sehingga dengan Undang-Undang ini
kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan wilayah yaitu apa
yang disebut sebagai rencana pembangunan daerah, yaitu
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.

Menghadapi realitas kehidupan yang menunjukkan adanya
kesenjangan kesejahteraan mengakibatkan adanya pekerjaan berat
kepada para ahli pembangunan termasuk di dalamnya para pembuat
kebijakan. Ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai persoalan
yang muncul akibat kesenjangan kesejahteraan, perlu
dilakukan upaya pembangunan yang terencana upaya
pembangunan yang terencana dapat dilakukan untuk
mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan. lebih jauh
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lagi berarti perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di
suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha
pembangunan. Perencanaan adalah  sebagai upaya untuk
mengantisipasi  ketidakseimbangan vyang terjadi yang bersifat
akumulatif. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan akan dapat
mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya
membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan.
Perencanaan sebagai bagian daripada fungsi manajemen yang
bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai
arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan di samping
itu menjadi tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang
dilaksanakan. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak
lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai
sesuatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana
mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada
supaya lebih efisien dan efektif.

PENUTUP

Secara eksplisit Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen tidak memberikan ruang
kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam SPPN dan perumusan
RPJP, dalam hal ini jika ingin menguatkan peran MPR dalam SPPN
yang dituangkan dalam GBHN maka langkah pertama yang perlu
diambil adalah mengajukan amandemen UUD 1945 dan langkah
selanjutnya adalah mengkonstruksi peran serta dan wewenang yang
tepat untuk MPR khususnya dalam hal pembangunan nasional.

Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas
manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan
memanfaatkan kemajuan IPTEK serta memperhatikan tantangan
perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian
bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan
bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta
kukuh kekuatan moral dan etikanya.
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Tujuan Pembangunan Nasional itu sendiri adalah sebagai usaha
untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Dan
pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi
seluruh rakyat Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam
melaksanakan pembangunan sesuai dengan profesi dan kemampuan
masing-masing.

Keikutsertaan setiap warga 63egara dalam Pembangunan
Nasional dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengikuti
program wajib belajar, melestarikan lingkungan hidup, mentaati
segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, menjaga
ketertiban dan keamanan, dan sebagainya.

Pembangunan Nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah
maupun batiniah yang selaras, serasi, dan seimbang. ltulah sebabnya
Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia dan
masyarakat Indonesia yang seutuhnya, yakni sejahtera lahir dan batin.

Pembangunan yang bersifat lahiriah dilaksanakan untuk
memenuhi kebutuhan hajat hidup fisik manusia, misalnya sandang,
pangan, perumahan, pabrik, gedung perkantoran, pengairan, sarana
dan prasarana transportasi dan olahraga, dan sebagainya. Sedangkan
contoh pembangunan yang bersifat batiniah adalah pembanguanan
sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, rekreasi, hiburan, kesehatan,
dan sebagainya.
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SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN)

Oleh : Drs. Fauzi Ridwan, S.E., M.M.

PENDAHULUAN

Selama ini Indonesia telah menjalankan system perencanaan
pembangunan yang tertuang dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan
Negara). Namun, setelah era reformasi, dirubah menjadi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang diturunkan
menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk
periode Lima Tahunan dan Presiden yang menentukan platform politik
pembangunan sendiri.

Saat ini sedang dikaji kemungkinan menerapkan kembali GBHN
tersebut dengan kontruksi yang dilaksanakan MPR berupa kajian
tentang Reformulasi Perencanaan Pembangunan Nasional. Tulisan ini
meninjau dari sisi manajemen, karena unsur manajemen menentukan,
selain dalam proses perencanaan pembangunan maupun dalam
pelaksanaan pembangunan.

HEMAT BIAYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Dalam perkembangannya, Indonesia telah mengalami perubahan
sistem perencanaan pembangunan. Saat ini Indonesia menganut Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dengan
diberlakukannya sistem perencanaan pembangunan nasional ini, maka
GBHN selaku pedomanan pembangunan nasional tidak berlaku lagi.

Adanya perubahan atau amandemen UUD 1945 beberapa waktu
yang lalu, menyebabkan perubahan mendasar atas kedudukan, fungsi
dan peranan MPR. Sebelumnya MPR merupakan lembaga tertinggi
Negara dengan kewenangannya menetapkan Undang-Undang Dasar
dan Garis tertinggi Negara dengan kewenangannya menetapkan UUD
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dan GBHN serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Namun dengan
amandemen tersebut, maka MPR mempunyai kedudukan yang sama
dengan lembaga Negara lainnya dan fungsinya pun terbatas pada satu
kewenangan rutin  yaitu melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih
hasil pemelihan umum, selebihnya merupakan kewenangan insidental
MPR, seperti memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam
masa jabatannya.

Bila dicermati, perencanaan pembangunan nasional (SPPN)
tersebut merupakan salah satu konsekuensi adanya perubahan radikal
dalam pengaturan ketatanegaraan pasca era reformasi, maka SPPN
tersebut perlu direforlasi kembali, apakah SPPN tersebut masih ideal?
Apakah SPPN tersebut bukan merupakan pemborosan dalam proses
pembangunan?

Makalah ini mencoba mengkajinya dari sisi Manajemen
Perencanaan Pembangunan itu sendiri? Sebagaimana dasar keilmuan
manajemen bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
harus dilaksanakan dengan hemat biaya dan hasil optimal.

Manajemen perencanaan pembangunan nasional, sama dengan
halnya dengan pelaksanaan manajemen dalam proses suatu prusahaan.
Perencaan yang dirancang senantiasa mendasari dengan prinsip-prinsip
manajemen dan sistim informasi manajemen. Kemudian, agar hasil
perencanaan tersebut optimal, perlu suatu evaluasi mendalam dari
perencanaan pembangunan yang telah disusun tersebut. Jika terjadi
penyimpangan atau hambatan, barang tentu akan di tindak lanjuti
dengan proses berikutnya (umpan balik), sehingga kesalahan yang
tercipta dapat dieliminir dan biaya yang tercipta bisa menjadi lebih
hemat.

PENUTUP

Dengan mencermati perkembangan dan kemajuan pembangunan
Indonesia saat ini, sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN)
tersebut perlu dilakukan suatu pembenahan yang mengarah pada
penerapan manajemen. Manajemen pembangunan harus dilaksankan

Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 65



dengan mendasarkan pada sistem perencanaan pembangunan yang
dapat menjawab berbagai tantangan.

Untuk itu, memungkinkan, jika Indonesia kembali mengkaji
untuk menghidupkan kembali GBHN yang pernah dijadikan dasar
berpijak dalam menjalankan roda pembangunan dimasa orde baru
tersebut. Hanya perlu pembenahan untuk menyesuaikan dengan
kondisi kekinian agar GBHN yang akan diterapkan kembali tersebut
benar-benar dapat menjawab berbagai berbagai tantangan tersebut.

Kemudian dalam menjalankan GBHN yang akan diterapkan
nanti, perlu pola manajemen yang mumpuni, dengan mengedepankan
informasi dan data yang akurat dan terkini. Ketersediaan data dan atau
informasi merupakan masalah utama dalam meningkatkann kulaitas
proses perencanaan pembangunan. Dalam hal ini menurut saya perlu
menerapkan sistem informasi manajemen agar dapat menghemat biaya.

Dalam media Swamandiri.com disinyalir bahwa ketersediaan
data dan informasi merupakan salah satu permasalahan pokok yang
dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan,
terutama ditingkat daerah. Dikatakan juga perlu adanya suatu sistem
informasi khusus. Paket sistem informasi itu disebut sebagai Sistem
Informasi  Manajemen  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(SIMRENAS) yang dibangun dan dikembangkan oleh BAPPENAS.

Konsep SIMRENAS  tersebut harus didukung dan
dikembangkan, agar dalam pelaksanaan manajemen perencanaan
pembangunan nasional yang akan kita tuangkan kembali dalam GBHN
nantinya, dapat membuahkan perencanaan yang berkualitas, yang pada
akhirnya dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan pembangunan
nasional itu sendiri.

Sistem informasi manajemen yang akan diterapkan dalam
merancang perencanaan pembangunan tersebut, harus-harus dapat
diaplikasikan dalam menciptakan suatu sistem perencanaan
pembangunan. Diharapkan dengan menerapkan sistem informasi
manajemen tersebut, semua komponen pembangunan dapat dengan
mudah mengakses data dan informasi pembangunan.
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REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

Oleh : Gusmiatun

PENDAHULUAN

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan besar
pasca runtuhnya Orde Baru. Perubahan mendasar menyangkut
keberadaan GBHN. Pada masa orde baru yaitu masa kepemimpinan
Presiden Soeharto, MPR memiliki kewenangan untuk mengatur sistem
perencanaan pembangunan nasional secara periodic lima tahunan yang
dikenal sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). MPR
melalui  GBHN menetapkan sistem perencanaan pembangunan
nasional secara menyeluruh dan memerintahkan kepada presiden
untuk melaksanakannya. Dengan demikian GBHN merupakan
pedoman untuk Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Jika
Presiden tidak mengikuti atau melanggar GBHN, maka MPR dapat
menghentikan Presiden.

Setelah masa orde baru, penyusunan sistem perencanaan
pembangunan nasional sepenuhnya diserahkan kepada Presiden dan
wakil Presiden. Dalam UU No. 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa
Presiden dan wakil presiden diberi tugas menyusun arah dan strategi
pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun yang tertuang dalam
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Dengan demikian RPJMN merupakan penjabaran visi, misi, dan
program Presidensiil yang berpedoman pada cita-cita luhur dalam
Pembukaan UUD 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) yang telah ditetapkan dengan UU No.17 Tahun
2007 tentang RPJPN 2005-20025. RPJMN dimaksudkan untuk
menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan
bersasaran (memiliki target yang jelas). Dokumen perencanaan
pembangunan tidak lagi menjadi kewenangan MPR, melainkan
kewenangan bersama antar DPR RI dan Presiden RI.
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Beberapa pendapat mengemukakan bahwa model sistem
perencanaan pembangunan nasional yang ada saat ini memungkinkan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
dilaksanakan secara tidak konsisten dalam setiap periode
pemerintahan mengingat implementasi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) didasarkan kepada visi dan misi
Presiden dan/atau Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum,
yang masing-masing dapat memiliki visi dan misi yang berbeda dalam
setiap periode pemerintahan. Demikian pula antara sistem
perencanaan pembangunan nasional dan daerah, kemungkinan
berpotensi terjadi ketidakselarasan pembangunan mengingat sistem
perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tidak
terikat untuk mengacu pada sistem perencanaan pembangunan
menengah nasional mengingat visi dan misi
Gubernur/Bupati/Walikota yang mungkin dapat berbeda dengan Visi
dan Misi Presiden dan/atau Wakil Presiden terpilih, demikian juga
dengan Visi dan Misi Gubernur/Bupati/Walikota di daerah lainnya.

PERMASALAHAN

e Apakah perlu menghadirkan kembali GBHN untuk menselaraskan
antara RPJIMD dengan RPJPN.

PEMBAHASAN

Adanya perubahan radikal dalam pengaturan Kketatanegaraan
pasca reformasi mengharuskan adanya Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN). Secara normative SPPN sudah cukup
ideal, karena mengadopsi pendekatan politik, teknokratik, partisipatif
dan perpaduan pendekatan top down dan bottom up. Hal ini
menjadikan SPPN  merupakan sebuah system perencanaan
pembangunan yang integrative, yang menjanjikan keterpaduan proses
pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan
antar daerah, dengan melibatkan multi-stakeholder.

Jika dibandingkan dengan system perencanaan pembangunan
sebelumnya, yang diatur dalam Permendagri No 9 Tahun 1982 tentang
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Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Daerah (P5D),
SPPN menjanjikan proses perencanaan pembangunan yang lebih baik.
Stakeholders yang terlibat dalam SPPN lebih banyak dan mencakup
berbagai kalangan masyarakat. Namn demikian, SPPN menghadapi
persoalan klasik yaitu tidak adanya jaminan kepastian bahwa apa yang
telah dikonstruksi secara ideal dalam peraturan perundang-undangan
terkait dengan SPPN maupun RPJPN itu dilaksanakan secara
konsisten oleh pemangku kepentingan terkait. Hingga saat ini, tidak
ada mekanisme yang jelas untuk menilai apakah dokumen-dokumen
perencanaan yang dibuat sebagai tindak lanjut dari RPJPN, seperti di
level nasional, RPJMN, Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana
Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian, dan di level daerah,
RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, memang sudah
merujuk kepada RPJP. Apalagi jika mengingat adanya keterlibatan
mekanisme penjabaran visi dan misi Presiden/Kepala Daerah terpilih,
potensi untuk terjadinya ketidakselarasan dengan RPJP menjadi lebih
besar.

Banyak pihak yang menilai bahwa proses pembangunan
sekarang ini seolah berjalan sendiri-sendiri dan menjadi tidak berpola.
Kondisi ini dapat dikatakan hampir tidak terjadi pada era sebelumnya
ketika GBHN merupakan rujukan utama proses perencanaan
pembangunan baik di level nasional maupun di daerah. Namun
demikian, bukan berarti bahwa SPPN dan RPJP menjadi tidak lebih
unggul dibandingkan dengan system perencanaan sebelumnya.

Secara normative, SPPN dan RPJP dilaksanakan secara
terintegrasi, sinkron dan sistematis. Yang menjadi persoalan mendasar
adalah lebih kepada konsistensi dan sinergi dari berbagai dokumen
perencanaan lanjutan sebagai turunan dari RPJP Nasional sebagai
“induknya” dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan itu
sendiri sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi. Kondisi ini
ke depan akan semakin parah jika tidak ada mekanisme evaluasi yang
jelas untuk menilai sinergitas berbagai dokumen perencanaan
pembangunan beserta pelaksanaannya, baik di level nasional maupun
daerah.
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Kekecewaan banyak pihak terkait proses pembangunan yang
output dan outcome-nya tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh
konstitusi memicu perdebatan tentang perlu dihidupkannya kembali
GBHN. Proses pembangunan dipandang terlalu ditekankan kepada
perspektif terbatas Presiden atau Kepala Daerah terpilih, sehingga
mengakibatkan disparitas proses pembangunan di berbagai daerah.
Implikasinya adalah hasil hasil pembangunan yang masih jauh dari
harapan seperti yang tertuang dalam Konstitusi. Meski demikian,
konstruksi normative RPJP secara substantive sebenarnya hampir
sama dengan GBHN pada masa Orde Baru. Bahkan terdapat nilai
lebih yang dimiliki system dan dokumen perencanaan pembangunan
pada era reformasi yaitu adanya kesempatan kepada daerah untuk bisa
menggali berbagai potensi dan keunggulan daerah masing-masing,
untuk bersinergi dengan “rencana induk” yang tertuang dalam RPJP
dalam rangka mencapai tujuan yang diamanatkan oleh konstitusi.
Dengan demikian, urgensi untuk menghidupkan kembali GBHN
menjadi tidak justified, karena keberadaannya telah terwujud dalam
RPJPN. Terkait persoalan berbagai permasalahan pembangunan
selama ini, salah satu faktornya adalah lebih karena inkonsistensi dan
ketiadaan sinergi antara RPJP dengan dokumen perencanaan
“turunannya”. Kondisi tersebut merupakan implikasi karakter proses
perencanaan pembangunan yang tidak sekedar persoalan teknis
manajerial, tetapi merupakan persoalan yang sangat politis, karena
menyangkut kepentingan berbagai pihak.

Dengan demikian perlu difikirkan kembali adanya pendapat
yang mengemukakan bahwa menghadirkan Garis-Garis Besar Haluan
Negara (GBHN) yang kini digagas MPR tidak akan menguntungkan
dalam pemerintahan presidensial, karena akan dijadikan alat untuk
meminta pertanggungjawaban presiden. Ini akan mengacaukan sistem
hukum kita yang menganut sistem presidensial. Ketika Orde Baru,
MPR sebenarnya tidak diberi kewenangan membuat dan menetapkan
GBHN. “’Yang penting adalah bagaimana MPR diberi kewenangan
untuk menetapkan haluan pemerintahan yang diwujudkan Tap MPR.
Jadi sebenarnya yang kita perlukan adalah produk hukum MPR yang
menetapkan misi presiden terpilih sebagai milik bersama komponen
bangsa, sebagai wujud daulat rakyat yang menjadi pedoman pusat
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hingga ke daerah dalam konteks negara kesatuan. Perkembangan
demokrasi kita yang berbeda dengan masa Orde Baru yang otoriter.
Presiden tidak bertanggungjawab kepada MPR (peran Mahkamah
Konstitusi /MK). Model GBHN (haluan pemerintahan), yang
diperlukan berbentuk misi presiden terpilih yang ditingkatkan menjadi
produk MPR (Tap MPR/Peraturan MPR). Sistematikanya adalah
periodesasi hanya berlaku lima tahun. Sebab, sulit mengikat
pemerintahan berikutnya dan bertentangan dengan asas perjanjian dan
hak asasi manusia.

KESIMPULAN

1. Mungkin bukan GBHN yang hendak kita kembalikan, melainkan
haluan pemerintahan yang dilaksanakan oleh eksekutif di daerah-
daerah. Haluan pemerintah merupakan pedoman yang harus
disertai sanksi.

2. Dengan adanya haluan pemerintahan yang merupakan misi
presiden dan tidak ada alasan bagi daerah-daerah tidak
menyesuaikan visinya dengan pusat . Sebab sebagai Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah pusatnya daerah dan
daerah adalah pusatnya pemerintahan.

3. Kita harus konsisten melaksanakan sistem itu, jangan setengah-
tengah. Yang penting adalah apa misi presiden terpilih sebagai
daulat rakyat.
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IMPLIKASI AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP SISTEM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN
KEWENANGAN MPR RI*

Oleh : Dr. Haryadi, M.Pd.?

PENDAHULUAN

Secara historis tidak dipungkiri bahwa pada masa berlakunya
UUD 1945 sebelum diamandemen, MPR adalah pemegang kekuasaan
negara tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang
kekuasaan negara tertinggi, MPR membawahi lembaga-lembaga
negara yang lain. Kekuasaan MPR itu tidak terbatas dan tidak
ditetapkan secara limitatif melainkan enusiatif. Maksudnya, selain
kekuasaan yang ditetapkan menurut pasal-pasal dalam UUD 1945,
MPR mempunyai kekuasaan-kekuasaan lainnya. Ketentuan ini
didasarkan pada Penjelasan UUD 1945 yang terdapat istilah MPR
sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (Monteiro, 2014:80). Di
samping itu, MPR memiliki kewenangan untuk menetapkan UUD dan
GBHN, serta memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden.

Kekuasaan MPR yang besar itu dalam praktik ketatanegaraan
selama berlakunya UUD 1945 sebelum diamandemen terjadi
manipulasi demokratis. Hal ini terjadi penyelewengan bahwa MPR
hanya sebagai alat memperbesar kekuasaan presiden di luar ketentuan
UUD 1945. Di antaranya pemberian kekuasaan tidak terbatas kepada
Presiden Soeharto melalui Ketetapan MPR No. V/MPR/1998 tentang
Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris
Presiden RI dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan
Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila (Huda,
1999:71—74).

! Disampaikan dalam Focus Group Discussion Kerja Sama MPR Rl dengan Universitas
Muhammadiyah Palembang, di Hotel Aryaduta Palembang 16 Juni 2016.
% Dosen Tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Palembang
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Praktik-praktik yang melanggar UUD 1945 menyebabkan MPR
dalam Sidang Tahunan 2001 memutuskan untuk mengamandemenkan
Pasal 1 Ayat (2) dan menggantikan menjadi, “Kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang Undang Dasar.”
Perubahan ini mengisyaratkan bahwa kedudukan MPR tidak lagi
sebagai lembaga tertinggi negara, dan tidak lagi memegang kedaulatan
rakyat. Perubahan tersebut juga berimplikasi pada pengurangan
kewenangan MPR, yaitu slembaga tinggi sebagai berikut. (1) MPR
tidak lagi sebagai lembaga tingg negara; (2) MPR tidak lagi sebagai
pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat: (3) MPR
tidak lagi berwenang memilih dan mengangkat preseiden dan/atau
wakil presiden; dan (4) MPR tidak lagi dapat meminta
pertanggungjawaban presiden (Rahimullah, 2007:132). Hal ini juga
terjadi pada pasca amandemen UUD 1945, kedudukan MPR tidak lagi
menjadi lemnbaga tinggi negara, tetapi berkedudukan sejajar dengan
lemabag-lembaga lainnya. Fungsi MPR-pun terbatas pada satu
kewenangan rutin yaitu melantik presiden dan wakil presiden terpilih
dalam pemilihan umum.

Implikasi amandemen UUD 1945 juga mempengaruhi pada
kebijakan penusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN). Sebelum reformasi SPPN ditetapka oleh MPR secara
periodik lima tahunan melaui GBHN, tetapi pasca reformasi dan
diamandemennya UUD 1945, SPPN diserahkan kepada presiden dan
wakil presiden terpilih. Hal ini tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional mengatur bahwa
kepada Presiden dan wakil presiden diberikan tugas menyusun arah
dan strategi pembangunan nasional selama lima tahun yang menganut
model Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMN) serta
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang
menggangtikan model GBHN banyak menimbulkan permasalahan. Di
antaranya adalah (1) ketidaksinkronan subtansi antara program
Presiden (pemerintah pusat) dengan para kepala daerahnya; (2) tidak
ada pranata pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan yang
dilakukannya; dan (3) tidak ada mekanisme pengawasan yang
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berimplikasi pada sistem pertanggungjawaban presiden dan kepala
daerah.

Dari latar belakang tersebut timbul beberapa permasalahan,
yaitu (1) Apakah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional model
GBHN masih relevan? (2) Bagaiman sistem dan materi GBHN
disusun? (3) Apa produk hukum dan apa akibat hukumnya jika
dijalnkan? (4) Apa implkikasi jika MPR diberi kewenangan dalam
melaksanakan sistem ini?

RELAVANSI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL (SPPN) DAN KEWENANGAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

Sangat ironis memang dalam  praktiknya, sejak SPPN
dierapkan, MPR tidak memiliki peran apa-apa. Padahal MPR adalah
lembaga negara pembentuk konstitusi atau UUD. MPR merupakan
lembaga perwakilan rakyat yang memiliki dua unsur, yaitu anggota
DPR dan anggota DPD. Oleh karena itu, MPR itu tidak saja
representasi rakyat Indonesia secara keseluruhan, tetapi juga
representasi rakyat Indonesia di tiap-tiap daerah. Dengan demikian,
sudah saatnya perlu adanya penguatan MPR, baik wewenang
membuat haluan negara, menetapkan, dan menegakkannya. Menurut
Jimly Asshiddigie (2015:54), penguatan kewenangan MPR sangat
dibutuhkan. Hal ini dilakukan untuk memberikan arah dalam
mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut. Jadi, GBHN model
SPPN masih relaven untuk diterapkan. Hal yang perlu dilakukan
adalah penguatan sistem pemerintahan dan sistem peradilan.

Di samping perlu adanya penguatan kewenangan MPR, juga
perlu adanya penyesuaian antara program pemerintah pusat dengan
pemerintah provinsi, termasuk pemerintah kota/kabupaten. Perlu
dibuat mekanisme yang jelas tentang program tersebut, sehingga dapat
dijadikan blueprint secara bersama, baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah adanya
sistem pertanggungjawaban secara transparan, baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah.
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STRUKTUR SISTEM DAN MATERI GBHN

Struktur sistem dan materi GBHN perlu dintegrasikan antara
Pola dan Tahapan Pembangunan Nasional pada Masa Orde Baru dan
era reformasi. Sistematika tetap mengacu pola GBHN, yaitu adanya
pendahuluan, kondisi umum, visi dan misi, arah kebijakan, kaidah
pelaksanaan, dan penutup. Sebagai pola umum pembangunan
nasional, GBHN memuat: (1) Pola dasar pembangunan nasional,
seperti tujuan, landasan dan asasasas pembangunan nasional; (2) Pola
umum pembangunan jangka panjang, yang berisi arah dan kebijakan
pembangunan untuk 25 sampai dengan 30 tahun mendatang; (3) Pola
umum pembangunan 5 tahun, yang berisi arah dan kebijakan
pembangunan untuk 5 tahun. Selanjutnya, pola umum pembangunan
lima tahun dituangkan dalam rencana operasional tahunan dalam
bentuk pembuatan dan pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara). daerah.

PRODUK HUKUM PELAKSANAAN

Produk hukum pelaksanaan SPPN model GBHN adalah
didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara
hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang
kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan
harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum
nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di
Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu
dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi
permaslahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang dasar
Negera Republik Indonesia Tahun 1945 (UU Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, 2016). Jadi, produk hukum untuk melaksanakan
SPPN model GBHN adalah berupa kewenangan untuk membuat
haluan negara, menetapkan, dan menegakkannya.
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IMPLIKASI SPPN MODEL GBHN TERHADAP KETETAPAN
MPR

Implikasi SPPN model GBHN terhadap Ketetapan MPR adalah
melakukan pengajuan amandemen UUD 1945. Dengan keberanian
MPR untuk mengajukan amandemen UUD 1945, maka untuk
mengembalikan kewenangan MPR jadi kenyataan. Dengan modal
bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, maka sudah
selayaknya MPR merupakan representasi masyarakat Indoensia.
Sehingga SPPN dengan model GBHN dapat terwujud.

Dengan demikian rencana pembangunan yang berskala nasional
memiliki 5 prioritas pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut. (1)
Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan
persatuan dan kesatuan; (2) Mewujudkan supremasi hukum dan
pemerintahan yang bersih; (3) Mempercepat pemulihan ekonomi dan
memperkua